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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN 

PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 

DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk) 

Oleh 

ELBA FRELIA 

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan kejahatan yang dilakukan 

dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan dalam hubungan kerja atau 

jabatan. Isu hukum yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pidana penjara 

selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa 

apakah sudah mencerminkan nilai keadilan. Permasalahan dalam penelitian ini 

difokuskan pada bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta apakah penjatuhan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan 

Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN Tjk telah memenuhi nilai keadilan. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris 

dengan narasumber yang terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung 

Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta Dosen 

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur 

pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan, kemudian 

dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif 

mengenai permasalahan yang diteliti. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara 

penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN Tjk secara 

yuridis didasarkan pada pembuktian yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa 

Dendi Hermawan Bin Herman telah melakukan tindak pidana penggelapan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Secara filosofis, hakim 

mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan 

pembinaan dan perbaikan bagi terdakwa.  Secara sosiologis, hakim memperhatikan 

faktor yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan pihak lain, 

sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan 

dan belum pernah dihukum sebelumnya. Penjatuhan pidana terhadap pelaku 

didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan 
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perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab, serta tidak 

ditemukannya alasan pembenar atau pemaaf. Pertanggungjawaban tersebut 

diwujudkan melalui penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 

(sepuluh) bulan yang wajib dijalani oleh terdakwa sebagai konsekuensi atas 

perbuatannya.  

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagi hakim, dalam menangani 

perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan di masa mendatang, disarankan 

agar memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan 

aspek sosiologis, motif pelaku, dan dampak nyata terhadap hubungan kerja serta 

kepercayaan publik. Penjatuhan pidana sebaiknya mempertimbangkan prinsip 

proporsionalitas antara kepentingan korban, pemulihan kerugian, dan potensi 

perbaikan diri pelaku, sehingga hukuman tidak hanya bersifat pembalasan tetapi 

juga memiliki nilai pembinaan dan pemulihan. Bagi perusahaan, perlu dilakukan 

pengawasan yang lebih ketat serta penerapan sistem pelaporan yang transparan dan 

berkala dalam pengelolaan barang dan keuangan untuk mencegah penyimpangan 

dan tindak pidana serupa di masa depan. 

 

Kata Kunci: Penggelapan, Pidana, Pelaku, Pertimbangan. 

 



ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE JUDGE’S CONSIDERATIONS IN IMPOSING 

CRIMINAL SANCTIONS ON PERPETRATORS OF EMBEZZLEMENT 

IN POSITION (Study of Decision Number: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk) 

By 

ELBA FRELIA 

 

Embezzlement in position is a crime committed by abusing the trust granted within 

an employment relationship or official capacity. The legal issue underlying this 

research is whether the imprisonment sentence of 1 (one) year and 10 (ten) months 

imposed by the judge on the defendant reflects the value of justice. The problems in 

this study are focused on the basis of the judge’s considerations in imposing 

criminal sanctions on perpetrators of embezzlement in position and whether the 

sentencing in Decision Number: 1121/Pid.B/2024/PN Tjk fulfills the value of 

justice. 

This research employs both normative juridical and empirical juridical 

approaches, with informants consisting of a Judge of the Class IA Tanjung Karang 

District Court, a Public Prosecutor from the Bandar Lampung District Attorney’s 

Office, and a Lecturer from the Criminal Law Department, Faculty of Law, 

University of Lampung. Data collection procedures were carried out through 

library research and field studies, then analyzed qualitatively to obtain a 

comprehensive understanding of the issues studied. 

The results of the study indicate that the judge’s considerations in the embezzlement 

in position case in Decision Number: 1121/Pid.B/2024/PN Tjk are juridically based 

on valid and convincing evidence that the defendant, Dendi Hermawan Bin 

Herman, committed embezzlement as regulated under Article 374 of the Indonesian 

Criminal Code. Philosophically, the judge considered that the imposed punishment 

aims to provide rehabilitation and improvement for the defendant. Sociologically, 

the judge took into account aggravating factors, namely that the defendant’s 

actions caused harm to another party, while mitigating factors included the 

defendant’s polite behavior during trial and the absence of prior convictions. The 

imposition of the sentence is based on the existence of fault and intent, the 

defendant’s capacity for criminal responsibility, and the absence of justifying or 

excusing grounds. Such accountability is manifested in the imposition of a prison 
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sentence of 1 (one) year and 10 (ten) months, which must be served by the defendant 

as a consequence of his actions. 

The recommendations of this study are as follows: Judges, in handling future cases 

of embezzlement in position, are advised to provide more comprehensive 

considerations by taking into account sociological aspects, the motives of the 

offender, and the real impact on employment relations and public trust. Sentencing 

should consider the principle of proportionality between the interests of the victim, 

restitution of losses, and the potential for the offender’s rehabilitation, so that 

punishment is not merely retributive but also embodies rehabilitative and 

restorative values. For companies, stricter supervision and the implementation of 

transparent and periodic reporting systems in managing assets and finances are 

necessary to prevent similar misconduct and criminal acts in the future. 

Keywords: Embezzlement, Criminal, Perpetrator, Judicial Consideration. 
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MOTTO 

 

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa 

sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” 

(QS. Al-in syirah 5-6) 

 

“It will pass, everything you’ve gone throught it will pass” 

 

-Rachel Vennya 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu bentuk tindak pidana yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat 

adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penggelapan merupakan 

perbuatan yang tidak jujur, di mana seseorang secara diam-diam menyembunyikan 

atau menguasai barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau izin dari 

pemiliknya, dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum, 

mengalihkannya, atau menggunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi. 

Pengaturan mengenai penggelapan dalam jabatan secara khusus tercantum dalam 

Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur 

penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang 

diperoleh karena hubungan kerja, jabatan, atau karena menerima upah untuk 

menjaga atau mengurus barang tersebut.1  

Pada dasarnya, tindak pidana penggelapan dalam jabatan terjadi ketika seseorang 

yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu menyalahgunakan wewenang yang 

dipercayakan kepadanya. Penyalahgunaan tersebut dilakukan dengan cara 

menguasai barang, uang, surat, atau dokumen milik pihak lain yang berada dalam 

penguasaannya karena hubungan kerja. Tindakan ini jelas bertentangan dengan 

maksud dan tujuan dari pemberian wewenang jabatan, serta menimbulkan kerugian 

bagi individu atau instansi. Perbuatan demikian tidak hanya melanggar hukum, 

tetapi juga mencederai kepercayaan yang diberikan kepada pelaku. Oleh karena itu, 

                                                
1Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal 

Demi Pasal. Bogor, 1995. hlm. 268. 
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penggelapan dalam jabatan dikategorikan sebagai kejahatan yang memiliki dampak 

serius terhadap tata kelola institusi dan kepercayaan publik. Tindak pidana 

penggelapan dalam jabatan, yang juga dikenal sebagai penggelapan dengan 

pemberatan, diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). Ketentuan ini mengatur bahwa penggelapan yang dilakukan oleh 

seseorang yang penguasaannya terhadap suatu barang timbul karena adanya 

hubungan kerja, pencarian, atau pemberian upah. Pasal ini memberikan cakupan 

yang lebih berat dibanding penggelapan biasa karena melibatkan unsur kepercayaan 

yang timbul dari suatu hubungan jabatan atau pekerjaan. Penggelapan dalam 

jabatan memuat unsur subjektif, yakni kesengajaan dan sifat melawan hukum, serta 

unsur objektif, yaitu perbuatan memiliki barang secara melawan hukum. Dengan 

demikian, penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana yang tidak hanya 

merugikan korban secara materiil, tetapi juga melanggar prinsip moral dan etika 

profesi dalam hubungan kerja.2 

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peran sentral dalam menegakkan 

hukum dan keadilan melalui putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa.3 Dalam 

menjatuhkan pidana, seorang hakim tidak hanya sekadar menerapkan ketentuan 

hukum positif, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, 

seperti kondisi objektif dari perbuatan pidana, latar belakang pelaku, serta dampak 

sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana oleh 

hakim tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan yang bersifat yuridis, filosofis, dan 

sosiologis, yang masing-masing memberikan bobot tersendiri dalam upaya 

menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif bagi semua pihak 

yang terlibat.  

Pertimbangan yuridis merujuk pada penerapan norma hukum secara tepat terhadap 

fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam konteks penggelapan dalam 

jabatan, hakim harus memastikan bahwa seluruh unsur delik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi melalui pembuktian yang sah dan 

                                                
2 Rosiyati. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. 

Indonesian Law Review, Volume 8 No. 2 Tahun 2023. hlm. 140-142. 
3 Mertokusumo, S. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta, 2001. hlm. 45.  
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meyakinkan.4 Selain itu, aspek filosofis menuntut hakim untuk menjatuhkan pidana 

tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana 

pembinaan terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa 

mendatang. Pertimbangan ini mencerminkan tujuan pemidanaan yang berorientasi 

pada perlindungan masyarakat dan reintegrasi sosial pelaku kejahatan. 

Sementara itu, aspek sosiologis dalam pertimbangan hakim mencakup penilaian 

terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa bagi korban maupun 

lingkungan sosialnya. Dalam kasus penggelapan dalam jabatan, kerugian materiil 

dan pelanggaran terhadap kepercayaan menjadi pertimbangan penting karena dapat 

merusak tata kelola perusahaan atau instansi, serta menciptakan ketidakpercayaan 

publik terhadap sistem kerja yang seharusnya menjunjung tinggi integritas.5 Oleh 

karena itu, hakim perlu mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa 

memberikan dampak negatif dan apakah terdakwa menunjukkan sikap kooperatif, 

menyesal, atau bahkan berusaha memulihkan kerugian yang telah ditimbulkan. 

Kajian terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

pelaku penggelapan dalam jabatan menjadi penting untuk menilai kualitas suatu 

putusan dari perspektif keadilan dan kepastian hukum. Dengan menganalisis 

pertimbangan yang digunakan hakim, dapat diketahui apakah pertimbangan 

tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip hukum pidana yang ideal dan sesuai 

dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Hal ini menjadi relevan ketika terdapat 

putusan yang dianggap ringan meskipun nilai kerugian besar atau terdapat unsur 

keberlanjutan perbuatan. Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat studi terhadap 

Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk sebagai objek kajian untuk menelaah 

bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.  

Contoh kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk, dengan terdakwa 

                                                
4 Siregig, I. K., Ansori & Anggraini, F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap 

pelaku Tindak Pidana Penggelapan Karena Hubungan Kerja. Volume 5 No. 2 Tahun 2022. 
5 lam,A Y. S., Erlina, B., & Anggalana, A. (2020). Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN.Tjk). Volume 5 No. 2 

Tahun 2020. hlm. 140–142. 
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bernama Dendi Hermawan. Terdakwa merupakan buruh harian lepas yang bekerja 

pada PT. Karya Lampung Logistik. Dalam pekerjaannya, terdakwa diberikan 

kepercayaan oleh atasannya untuk mengoperasikan kendaraan perusahaan serta 

menerima uang jalan dan peralatan penunjang operasional lainnya. Namun, 

kepercayaan tersebut justru disalahgunakan oleh terdakwa dengan menggelapkan 

barang-barang milik perusahaan secara diam-diam dan tanpa izin. 

Perbuatan penggelapan dilakukan terdakwa pada bulan 19 Agustus 2014, yang 

mencakup sejumlah aset milik perusahaan berupa lima buah ban mobil serta velg, 

satu buah dongkrak, dua buah aki, dan uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,00.  

Seluruh barang dan dana tersebut dijual oleh terdakwa, dan hasilnya digunakan 

untuk kepentingan pribadi tanpa pertanggungjawaban kepada perusahaan. Total 

kerugian yang dialami PT. Karya Lampung Logistik atas tindakan terdakwa 

mencapai Rp31.150.000,00 (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). 

Perusahaan mengetahui adanya tindak pidana tersebut setelah melakukan 

pemeriksaan terhadap laporan penggunaan dana operasional dan pengecekan fisik 

kendaraan. Setelah tidak mendapat penjelasan yang memadai dari terdakwa, 

perusahaan melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian. 

Isu hukum yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pidana penjara selama 1 

(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apakah 

sudah mencerminkan nilai keadilan, mengingat tindak pidana penggelapan dalam 

jabatan yang dilakukan merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan dalam 

hubungan kerja. Terdakwa secara sadar dan tanpa hak menguasai barang-barang 

milik perusahaan secara bertahap dan berulang dalam jangka waktu tertentu, yang 

menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan perbuatan yang terstruktur. Akibat 

perbuatan tersebut, PT. Karya Lampung Logistik mengalami kerugian sebesar 

Rp31.150.000,00 (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini 

seharusnya menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih 

berat terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. 

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam 

jabatan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut dalam perkara ini terdiri atas 

dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 KUHP 

(dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun) dan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 

64 KUHP (dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun). Oleh karena itu 

maka pasal yang diterapkan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku adalah 

Pasal 374 KUHP karena ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan Pasal 

372 KUHP. 

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan hasil dari proses pemeriksaan dan 

pengadilan terhadap suatu perkara berdasarkan delik yang tercantum dalam surat 

dakwaan. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim wajib mendasarkan 
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putusannya pada pembuktian yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara 

pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 

yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 

terjadi dan terdakwalah yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Dengan 

demikian, keyakinan hakim harus dibangun atas dasar alat bukti yang memenuhi 

syarat formil dan materiil, serta logika hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.6 

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan pelaksanaan 

tugas hakim sebagai aparat penegak hukum untuk memeriksa, mengadili, dan 

memutus perkara pidana yang diajukan kepadanya. Putusan tersebut tidak dapat 

dipisahkan dari sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, yang pada 

prinsipnya menentukan bahwa suatu peristiwa atau kesalahan dianggap terbukti 

apabila didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan 

demikian, putusan pidana merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang 

mencerminkan penerapan hukum secara konkret terhadap suatu perkara. Putusan 

ini tidak hanya menegakkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga harus 

mencerminkan keadilan bagi para pihak.  

Putusan hakim harus didasarkan pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang 

terungkap secara sah di dalam persidangan, serta dikaitkan dengan dasar hukum 

yang jelas dan relevan. Salah satu prinsip fundamental dalam menjatuhkan pidana 

adalah asas legalitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa tidak ada satu pun 

perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan. Asas ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam 

proses peradilan pidana. Oleh karena itu, dalam menentukan berat ringannya pidana 

yang dijatuhkan, hakim wajib mempertimbangkan secara cermat kesesuaian antara 

perbuatan terdakwa, alat bukti dan pembuktian yang terungkap di persidangan, 

                                                
6Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonsia, Jakarta, 2001 

hlm. 22.  
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serta jenis dan ancaman pidana yang telah diatur secara normatif dalam ketentuan 

hukum positif. 

Dalam menjatuhkan putusan, hakim dituntut untuk bersikap cermat, objektif, dan 

bijaksana agar putusan yang diambil dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. 

Putusan yang tidak memenuhi harapan keadilan dapat menimbulkan pandangan 

negatif terhadap integritas hakim maupun lembaga peradilan secara umum. Untuk 

itu, hakim harus memperhatikan seluruh aspek formil dan materiil secara hati-hati, 

serta memiliki tanggung jawab moral agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya sah 

secara hukum, tetapi juga layak dijadikan rujukan bagi penyelesaian perkara sejenis 

di masa mendatang. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk menulis 

proposal penelitian dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam 

Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan 

(Studi Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk)”. 

 

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan 

Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk? 

b. Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam 

jabatan pada Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN Tjk telah memenuhi nilai 

keadilan? 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah adalah hukum pidana, dengan 

kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor: 
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1121/Pid.B/2024/PN.Tjk. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan 

Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Ruang lingkup waktu penelitian adalah 

mengambil data Tahun 2025. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.     Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan 

Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk 

b. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN Tjk 

telah memenuhi nilai keadilan 

2.   Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penelitian skripsi 

terdiri dari kegunaan yang bersifat teoretis dan praktis yaitu: 

A. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori 

mengenai pertimbangan hakim dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada 

kasus penggelapan dalam jabatan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 

menambah wawasan mengenai pengaruh norma hukum, etika sosial, dan nilai 

keadilan dalam pembentukan keputusan hakim.  

 

B. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu praktisi hukum, khususnya hakim, 

dalam memahami dan menerapkan pertimbangan yang relevan dalam menangani 

kasus-kasus penggelapan dalam jabatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan 
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untuk memberikan informasi yang berguna bagi aparat penegak hukum dalam 

upaya meningkatkan kualitas putusan yang adil dan proporsional. Tidak hanya itu, 

penelitian ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai 

mekanisme peradilan dalam menangani tindak pidana yang melibatkan pejabat, 

serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kìerangka t ìeoritis mìerìupakan landasan konsìeptìual yang bìersifat abstrak, hasil dari 

pìemikiran yang sist ìematis, dan bìerfìungsi sìebagai acìuan ataìu dasar yang rìelìevan 

dalam pìelaksanaan sìuat ìu pìenìelitian ilmiah, khìusìusnya dalam ranah pìenìelitian 

hìukìum.7 Kìerangka t ìeoritis dalam pìenìelitian ini adalah sìebagai bìerikìut: 

a. Tìeori Dasar Pìertimbangan Hakim dalam P ìenjat ìuhan Pidana 

Pìenjat ìuhan pidana olìeh hakim mìerìupakan pìuncak dari sìelìurìuh rangkaian prosìes 

pìeradilan pidana yang mìencìerminkan pìeran vital hakim sìebagai pìengìemban 

kìekìuasaan yìudikatif dalam mìenìegakkan hìukìum dan kìeadilan. Dalam sist ìem 

hìukìum Indonìesia, prinsip kìemandirian dan kìebìebasan kìekìuasaan kìehakiman 

mìenjadi aspìek fìundamìental yang dijamin olìeh Undang-Undang Nomor 48 Tahìun 

2009 tìentang Kìekìuasaan Kìehakiman. Hal ini dit ìegaskan dalam Pasal 14 ayat (1), 

yang mìenyatakan bahwa “pìut ìusan diambil dalam pìermìusyawaratan majìelis 

hakim yang bìersifat rahasia,” yang bìerarti bahwa prosìes pìengambilan kìepìut ìusan 

harìus dilakìukan sìecara indìepìendìen, tìertìutìup, dan tanpa campìur tangan dari pihak 

mana pìun.  

Mìenìurìut Lilik Mìulyadi, yait ìu pìutìusan hakim yang baik, mìumpìuni, dan sìempìurna 

hìendaknya pìut ìusan tìersìebìut dapat diìuji dìengan ìempat krit ìeria dasar pìertanyaan 

(thìe 4 way tìest), yakni: 

1)   Bìenarkah pìutìusankìu ini? 

2)   Jìujìurkah akìu dalam mìengambil pìut ìusan? 

                                                
7Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.101 
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3)   Adilkah bagi pihak-pihak pìut ìusan? 

4)   Bìermanfaatkah pìutìusankìu ini? 

Pìutìusan hakim yang didasarkan pada pìertimbangan hìukìum yang t ìepat diharapkan 

dapat mìeminimalkan risiko dibatalkannya p ìut ìusan tìersìebìut dìemi hìukìum. Dalam 

praktik pìeradilan pidana, sìebìelìum sampai pada tahap pìertimbangan yìuridis, hakim 

tìerlìebih dahìulìu mìerìumìuskan dan mìerangkìum fakta-fakta yang tìerìungkap sìelama 

pìersidangan. Fakta-fakta ini mìerìupakan hasil kìumìulatif dari kìet ìerangan para saksi, 

tìerdakwa, sìerta bìukti-bìukti lain yang diajìukan dan dipìeriksa sìecara sah di hadapan 

sidang pìengadilan. Mìeskipìun prosìes pìengambilan pìutìusan tìelah bìerlandaskan pada 

prinsip-prinsip dasar pìeradilan yang adil, ìetika kìehakiman, sìerta pìedoman bìerìupa 

ìempat pìertanyaan mìendasar dalam mìenilai pìerkara pidana, tidak dapat dimìungkiri 

bahwa hakim t ìetaplah manìusia biasa yang tidak lìupìut dari potìensi kìekìelirìuan, 

kìelalaian, pìengarìuh rìutinitas, maìupìun kìurangnya kìehati-hatian dalam mìenilai dan 

mìempìertimbangkan sìuat ìu pìerkara. 

Pìertimbangan hakim dalam mìenjat ìuhkan pidana tìerhadap pìelakìu tindak pidana 

mìerìupakan aspìek krìusial yang tidak hanya dilandasi olìeh at ìuran hìukìum positif 

sìemata, tìetapi jìuga olìeh prinsip kìeadilan sìubstantif yang mìempìertimbangkan aspìek-

aspìek kìemanìusiaan. Pìenìent ìuan bìerat ringannya pidana tidak bìersifat sìepìenìuhnya 

sìubjìektif, mìelainkan harìus bìerpijak pada kondisi objìektif yang mìenyìelìurìuh 

mìengìenai kìehidìupan sosial, psikologis, dan latar bìelakang pribadi t ìerdakwa. Hakim 

pìerlìu mìelakìukan pìenìelìusìuran mìendalam t ìerhadap latar bìelakang bìudaya, kondisi 

kìelìuarga, tingkat pìendidikan, hingga lingkìungan sosial t ìempat tìerdakwa tìumbìuh 

dan bìerkìembang, karìena sìemìua ìunsìur tìersìebìut mìembìent ìuk karaktìer dan 

mìemìengarìuhi pìerilakìu sìesìeorang. Informasi t ìersìebìut dapat dihimpìun dari bìerbagai 

sìumbìer, sìepìerti riwayat hidìup tìerdakwa, rìekam mìedis ataìu catatan dari lìembaga 

tìempat tìerdakwa pìernah dirawat, sìerta kìesaksian dari orang-orang tìerdìekat, 

tìermasìuk gìurìu, tìeman, ataìu tokoh masyarakat sìetìempat. Motivasi di balik pìerbìuatan 

pidana, baik yang bìersifat pribadi sìepìerti dìendam, tìekanan psikologis, ataìu 

kìebìut ìuhan batin maìupìun yang bìerkaitan dìengan tìekanan sosial-ìekonomi, jìuga 

mìerìupakan ìelìemìen pìenting dalam mìenilai tanggìung jawab moral t ìerdakwa. Di 

samping it ìu, laporan dari pìet ìugas lìembaga pìemasyarakatan mìengìenai pìerilak ìu 
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tìerdakwa sìelama mìenjalani masa tahanan mìembìerikan gambaran mìengìenai potìensi 

rìehabilitasi dan sikap koopìeratif t ìerdakwa. Sìemìua aspìek t ìersìebìut harìus 

dipìertimbangkan sìecara holistik ìunt ìuk mìenjamin bahwa pìut ìusan yang dijat ìuhkan 

tidak hanya mìencìerminkan kìeadilan rìetribìutif, tìetapi jìuga bìersifat korìektif dan 

prìevìentif.8 

Pìutìusan hakim mìerìupakan pìuncak dari pìerkara pidana, sìehingga hakim di dalam 

mìenjat ìuhkan sìuat ìu pìutìusan harìus mìempìertimbangkan aspìek yìuridis, filosofis dan 

sosiologis, sìebagai bìerikìut: 

 

1) Pìertimbangan yìuridis 

 

Pìertimbangan ini mìenìekankan bahwa pìut ìusan harìus didasarkan pada hìukìum positif 

yang bìerlakìu, baik sìecara formil maìupìun matìeriil. Sìecara formil, kìet ìent ìuan Pasal 

183 KUHAP mìenyatakan bahwa sìeorang tìerdakwa tidak bolìeh dijat ìuhi pidana 

kìecìuali bìerdasarkan sìekìurang-kìurangnya dìua alat bìukti yang sah yang 

mìenimbìulkan kìeyakinan pada hakim bahwa tindak pidana bìenar-bìenar tìerjadi dan 

tìerdakwalah pìelakìunya. Sìedangkan Pasal 184 KUHAP mìenìetapkan jìenis-jìenis alat 

bìukti yang sah, yait ìu: (a) Kìet ìerangan saksi; (b) Kìet ìerangan ahli; (c) S ìurat; (d) 

Pìetìunjìuk; (ìe) Kìetìerangan tìerdakwa ataìu hal yang sìecara ìumìum sìudah dikìetahìui 

sìehingga tidak pìerlìu dibìuktikan (Pasal 184 KUHP). D ìengan tìerpìenìuhinya aspìek 

yìuridis ini, maka pìutìusan hakim dapat dikatakan sah dan mìemiliki dasar hìukìum 

yang kìuat. 

 

2) Pìertimbangan filosofis 

 

Pìertimbangan filosofis olìeh hakim dalam mìenjatìuhkan pidana mìencìerminkan 

pìendìekatan yang lìebih mìendalam t ìerhadap tìujìuan hìukìum pidana, yang tidak hanya 

bìeroriìentasi pada aspìek pìembalasan (rìetribìutif), tìetapi jìuga mìengìedìepankan nilai-

nilai kìemanìusiaan dan kìeadilan sìubstantif. Pidana yang dijat ìuhkan tidak sìemata-

mata dimaksìudkan sìebagai hìukìuman atas pìerbìuatan yang tìelah dilakìukan olìeh 

tìerdakwa, mìelainkan jìuga sìebagai instrìumìen yang bìert ìujìuan ìunt ìuk mìendorong 

pìerbaikan dan pìembinaan pìerilakìu pìelakìu mìelalìui prosìes pìemidanaan yang 

tìerstrìuktìur, bìerkìeadilan, dan bìeroriìentasi pada rìehabilitasi sosial. Dalam k ìerangka 

ini, filosofi dasar pìemidanaan mìenitikbìeratkan pada pìendìekatan rìehabilitatif, yakni 

mìenjadikan hìukìuman sìebagai sarana ìunt ìuk mìenanamkan kìesadaran hìukìum, 

mìembìent ìuk tanggìung jawab moral, sìerta mìendorong pìerìubahan sikap dan pìerilak ìu 

agar tìerdakwa dapat kìembali dit ìerima dalam masyarakat sìebagai individìu yang 

lìebih baik. Dìengan dìemikian, pìertimbangan filosofis ini jìuga mìengandìung harapan 

                                                
8

Mahendra, M.I., & Rasji, R. Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi 

Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan. Volume 3 No. 1 Tahun 2024. 

hlm. 18–25. 
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bahwa pìemidanaan tidak akan mìemìutìus hìubìungan sosial t ìerdakwa sìecara 

pìermanìen, tìetapi jìustrìu mìembìuka jalan bagi r ìeint ìegrasi sosial yang konstr ìuktif. 

 

3) Pìertimbangan sosiologis 

 

Yang dimaksìud dìengan pìertimbangan sosiologis olìeh hakim dalam mìenjat ìuhkan 

pidana adalah bahwa hakim mìempìertimbangkan sìecara cìermat latar bìelakang sosial 

tìerdakwa, tìermasìuk lingkìungan kìehidìupan, kondisi kìelìuarga, tingkat pìendidikan, 

sìerta faktor-faktor lain yang mìemìengarìuhi pìerilakìu tìerdakwa dalam masyarakat. 

Pìertimbangan ini dilakìukan agar pidana yang dijat ìuhkan tidak hanya t ìepat sasaran 

tìerhadap pìelakìu, t ìetapi jìuga mìemiliki nilai kìemanfaatan yang lìebih lìuas bagi 

masyarakat. Dìengan mìempìerhatikan aspìek sosiologis, hakim diharapkan mamp ìu 

mìenilai dampak sosial dari tindak pidana yang t ìerjadi sìerta mìemastikan bahwa 

pidana yang dijat ìuhkan dapat mìembìerikan ìefìek pìencìegahan, pìemìulihan kìet ìertiban, 

dan pìerlindìungan bagi masyarakat sìecara kìesìelìurìuhan.9 

b. Tìeori Nilai Kìeadilan 

Kìeadilan bìerasal dari kata adil, yang mìenìurìut Kamìus Bahasa Indonìesia bìerarti tidak 

sìewìenang-wìenang, tidak mìemihak, dan tidak bìerat sìebìelah. Pada dasarnya, sikap 

adil mìencìerminkan kìepìut ìusan dan tindakan yang bìerlandaskan pada norma-norma 

yang objìektif. Kìeadilan mìerìupakan konsìep yang bìersifat rìelatif, karìena pìersìepsi 

tìentang kìeadilan dapat bìerbìeda antara satìu orang dìengan yang lain. Apa yang 

dianggap adil olìeh sìesìeorang bìelìum t ìent ìu dipandang sama olìeh orang lain. Olìeh 

karìena it ìu, pìenìerapan kìeadilan harìus disìesìuaikan dìengan kìet ìertiban ìumìum sìerta 

nilai-nilai yang bìerlakìu di masyarakat. Sìetiap masyarakat mìemiliki ìukìuran ataìu 

standar kìeadilan yang bìerbìeda, yang dit ìent ìukan bìerdasarkan norma dan tatanan 

sosial yang diakìui di lingkìungan tìersìebìut.10 

Nilai-nilai kìeadilan harìus dijadikan sìebagai landasan ìutama dalam kìehidìupan 

bìernìegara gìuna mìencapai t ìujìuan nasional, yait ìu mìenciptakan kìesìejaht ìeraan bagi 

sìelìurìuh warga dan wilayah Indonìesia sìerta mìeningkatkan kìecìerdasan 

masyarakatnya. Nilai-nilai kìeadilan jìuga mìenjadi pìedoman dalam hìubìungan 

antarnìegara di dìunia, dìengan tìujìuan mìenciptakan kìet ìertiban dan kìeharmonisan 

                                                
9 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, hlm.67 
10M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. 

Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85. 
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hidìup bìersama di tingkat global. Prinsip-prinsip tìersìebìut didasarkan pada sìemangat 

kìemìerdìekaan bagi sìetiap bangsa, pìerdamaian yang abadi, sìerta tìerwìujìudnya 

kìeadilan sosial dalam k ìehidìupan bìersama.11 

Tìeori kìeadilan mìenìurìut Aristotìelìes yang dikìemìukakan olìeh Thìeo Hìuijbìers adalah 

sìebagai bìerikìut: 

1. Kìeadilan dalam pìembagian jabatan dan harta bìenda pìublik. Di sini bìerlak ìu 

kìesamaan gìeomìetris. Misalnya sìeorang Bìupati jabatannya dìua kali lìebih 

pìenting dibandingkan dìengan Camat, maka Bìupati harìus mìendapatkan 

kìehormatan dìua kali lìebih banyak daripada Camat. Kìepada yang sama pìenting 

dibìerikan yang sama, dan yang tidak sama p ìenting dibìerikan yang tidak sama. 

2. Kìeadilan dalam jìual-bìeli. Mìenìurìutnya harga barang tìergant ìung kìedìudìukan dari 

para pihak. Ini sìekarang tidak mìungkin dit ìerima. 

3. Kìeadilan sìebagai kìesamaan aritmatiks dalam bidang privat dan jìuga pìublik. 

Kalaìu sìeorang mìencìuri, maka ia harìus dihìukìum, tanpa mìempìedìulikan 

kìedìudìukan orang yang bìersangkìutan. Sìekarang, kalaìu pìejabat tìerbìukti sìecara 

sah mìelakìukan korìupsi, maka pìejabat itìu harìus dihìukìum tidak pìedìuli bahwa ia 

adalah pìejabat. 

4. Kìeadilan dalam bidang pìenafsiran hìukìum. Karìena Undang-Undang it ìu bìersifat 

ìumìum, tidak mìelipìuti sìemìua pìersoalan konkr ìet, maka hakim har ìus 

mìenafsirkannya sìeolah-olah ia sìendiri t ìerlibat dalam pìeristiwa konkrìet 

tìersìebìut. Mìenìurìut Aristotìelìes, hakim t ìersìebìut harìus mìemiliki ìepikìeia, yait ìu 

“sìuat ìu rasa tìentang apa yang pantas”. 

Dalam Pancasila, istilah adil mìuncìul pada sila kìedìua dan sila kìelima. Nilai 

kìemanìusiaan yang adil sìerta kìeadilan sosial mìencìerminkan makna bahwa manìusia, 

sìebagai makhlìuk bìerbìudaya dan bìerakal, mìemiliki kodrat ìunt ìuk bìerlakìu adil. 

Kìeadilan t ìersìebìut harìus dit ìerapkan dalam hìubìungan dìengan diri sìendiri, dìengan 

sìesama manìusia, dalam kìehidìupan bìermasyarakat, bìerbangsa, dan bìernìegara, sìerta 

dalam hìubìungannya dìengan lingkìungan dan dìengan Tìuhan Yang Maha Esa. Olìeh 

karìena it ìu, nilai-nilai kìeadilan yang t ìerkandìung di dalamnya pìerlìu diwìujìudkan 

mìelalìui bìebìerapa bìent ìuk, antara lain: 

a. Kìeadilan distribìutif, yait ìu kìeadilan yang mìenggambarkan hìubìungan antara 

nìegara dìengan warganya. Dalam hal ini, nìegara bìerkìewajiban mìembìerikan 

kìesìejaht ìeraan, bantìuan, dan kìesìempatan yang adil kìepada masyarakat sìesìuai 

dìengan hak dan kìewajiban masing-masing. 

                                                
11 Ibid, hlm.87 
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b. Kìeadilan lìegal, yakni kìeadilan yang mìenìunt ìut agar warga nìegara mìenaati hìukìum 

dan pìerat ìuran pìerìundang-ìundangan yang bìerlakìu sìebagai bìent ìuk tanggìung 

jawab t ìerhadap nìegara. 

c. Kìeadilan komìutatif, yait ìu kìeadilan yang mìencìerminkan hìubìungan timbal balik 

yang sìeimbang antara satìu warga nìegara dìengan warga lainnya dalam kìehidìupan 

bìermasyarakat. 

Masalah kìeadilan mìerìupakan hal yang komplìeks dan sìelalìu mìuncìul dalam 

kìehidìupan masyarakat. Hìukìum mìemiliki dìua pìeran ìutama, yait ìu ìunt ìuk mìenjamin 

kìepastian hìukìum dan mìewìujìudkan kìeadilan bagi sìelìurìuh warga masyarakat. Di 

antara bìerbagai pìemikiran t ìentang konsìep kìeadilan, salah sat ìu yang dianggap 

rìelìevan adalah konsìep kìeadilan yang dikìemìukakan olìeh Roscoìe Poìund, yang 

dikìenal dìengan istilah kìeadilan sosiologis. Kìeadilan ini didasarkan pada kìebiasaan, 

bìudaya, sìerta pola pìerilakìu dan hìubìungan sosial antar manìusia di dalam 

masyarakat.12 

Kìeadilan hìukìum bagi masyarakat tidak hanya t ìerbatas pada aspìek formal dan 

prosìedìural, tìetapi jìuga mìencakìup kìeadilan yang bìerakar pada nilai-nilai moral dan 

kìemanìusiaan. Kìeadilan formal-prosìedìural bìersifat kakìu karìena hanya bìerpìedoman 

pada atìuran normatif. S ìebaliknya, kìeadilan sìubstantif lìebih mìenìekankan pada 

dimìensi kìualitatif yang bìerlandaskan moralitas pìublik dan nilai kìemanìusiaan, 

sìehingga mampìu mìembìerikan rasa pìuas dan kìebahagiaan bagi masyarakat sìecara 

lìebih mìenyìelìurìuh.13 

Kìeadilan dalam masyarakat tidak hanya diìukìur dari kìepat ìuhan t ìerhadap hìuk ìum 

sìemata, tìetapi jìuga dari sìejaìuh mana hìukìum t ìersìebìut mampìu mìenghadirkan rasa 

kìemanìusiaan dan kìesìejaht ìeraan bagi sìemìua pihak. Hìukìum yang adil sìeharìusnya 

mìencìerminkan kìesìeimbangan antara atìuran normatif dìengan nilai moral dan sosial, 

sìehingga dapat mìenciptakan kìehidìupan yang harmonis, t ìertib, dan bìerkìeadilan bagi 

sìelìurìuh lapisan masyarakat. 

                                                
12 Umar Sholehudin, Op Cit, hlm. 43 
13 Umar Sholehudin, Op Cit, hlm. 44 
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2. Konsìeptìual 

Konsìept ìual adalah sìusìunan bìerbagai konsìep yang mìenjadi fokìus pìengamatan dalam 

mìelaksanakan pìenìelitian.14 Batasan pìengìertian dari istilah yang dig ìunakan dalam 

pìenìelitian ini adalah sìebagai bìerikìut: 

a. Analisis mìerìupakan kìegiatan ilmiah ìuntìuk mìenìelaah dan mìemahami sìuat ìu 

objìek sìecara mìendalam dan sist ìematis. Dalam kont ìeks ini, objìek analisis 

adalah pìut ìusan hakim yang dikaji dari str ìuktìur, argìumìentasi, sìerta dasar 

hìukìumnya. Analisis tidak hanya mìenyoroti hasil akhir p ìutìusan, tìetapi jìuga 

pìenalaran hìukìum yang mìelatarbìelakanginya. Pìenìelitian dilakìukan mìelalìui 

dìua pìendìekatan, yait ìu yìuridis normatif yang mìenìelaah pìerat ìuran, asas, dan 

doktrin hìukìum, sìerta yìuridis ìempiris yang mìengamati praktik pìenìerapan 

hìukìum di lapangan. Kìedìua pìendìekatan ini saling mìelìengkapi ìunt ìuk 

mìembìerikan pìemahaman yang kompr ìehìensif t ìerhadap sìuatìu pìutìusan.15 

b. Dasar pìertimbangan hakim adalah alasan-alasan hìukìum yang mìenjadi 

landasan dalam mìenjat ìuhkan pìut ìusan pidana, yang mìencakìup aspìek yìuridis, 

filosofis, dan sosiologis. Asp ìek yìuridis bìerkaitan dìengan pìenìerapan norma 

hìukìum positif t ìerhadap fakta yang tìerìungkap di pìersidangan, sìemìentara 

aspìek filosofis mìenìekankan pada nilai-nilai kìeadilan, kìebìenaran, dan 

moralitas hìukìum. Adapìun aspìek sosiologis mìempìertimbangkan kondisi 

sosial pìelakìu, dampak pìerbìuatan t ìerhadap masyarakat, sìerta ìefìek jìera yang 

ditimbìulkan. Kìetiga aspìek ini bìerpìeran dalam mìenìent ìukan jìenis dan 

lamanya pidana, sìerta pìemilihan pidana pokok dan/ataìu tambahan yang 

tìepat dan bìerkìeadilan.16 

c. Pìenjat ìuhan pidana adalah tindakan hakim mìenìetapkan jìenis dan bìerat 

hìukìuman bagi t ìerdakwa yang tìerbìukti bìersalah sìecara sah dan mìeyakinkan. 

Prosìes ini harìus sìesìuai dìengan hìukìum acara pidana, bìerlandaskan prinsip 

                                                
14  Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 
15  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.  
16  Ahmad Rifai, Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak 

Membawa dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya, Jurnal Yustisi, Volume 10 No. 1, 2023, 

hlm. 148.  
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pìembìuktian, asas lìegalitas, sìerta tìujìuan pìemidanaan yang mìencakìup 

kìeadilan, kìepastian hìukìum, dan kìemanfaatan. Pìutìusan yang t ìepat 

mìencìerminkan kìesìeimbangan antara pìenìegakan hìukìum, hak tìerdakwa, dan 

kìepìentingan masyarakat.17 

d. Pìelakìu tindak pidana adalah sìubjìek hìukìum yang dapat dimintai 

pìertanggìungjawaban atas pìerbìuatan mìelawan hìukìum. Dalam hal ini, pìelak ìu 

sìebagai karyawan mìenyalahgìunakan kìepìercayaan jabatannya dìengan 

mìenggìelapkan harta pìerìusahaan, sìehingga mìenimbìulkan kìerìugian mat ìerial 

dan mìencìedìerai int ìegritas sìerta norma hìukìum yang bìerlakìu.18 

e. Tindak pidana pìenggìelapan jabatan, mìerìujìuk pada Pasal 374 KUHP bìent ìuk 

pìenggìelapan yang dilakìukan olìeh sìesìeorang yang kar ìena dìudìukannya, 

pìekìerjaannya, ataìu jabatannya, dibìeri kìepìercayaan atas sìuatìu barang, namìun 

kìemìudian sìecara mìelawan hìukìum mìengìuasai barang t ìersìebìut. Tindak 

Pidana ini bìersifat lìebih khìusìus, karìena pìelakìu mìempìerolìeh pìengìuasaan 

barang dari hìubìungan kìerja ataìu jabatan.   

E. Sistìematika Pìenìulisan 

 

Sist ìematika pìenìulisan skripsi ini adalah sìebagai bìerikìut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini bìerisi t ìentang latar bìelakang masalah yang mìelandasi dilakìukannya 

pìenìelitian, pìerìumìusan masalah, r ìuang lingkìup pìenìelitian, tìujìuan dan manfaat 

pìenìelitian, kìerangka t ìeori dan kìerangka konsìept ìual, sìerta sist ìematika pìenìulisan 

skripsi. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bìerisi pìembahasan mìengìenai t ìeori-t ìeori yang rìelìevan dìengan topik pìenìelitian, 

tìermasìuk konsìep dasar tindak pidana pìenggìelapan dalam jabatan, t ìeori 

                                                
17 Lilik Mulyadi. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Surabaya: Penerbit Bina Ilmu, 2017. 

hlm. 51. 
18Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, 1993. hlm. 54. 
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pìertimbangan hakim, dan st ìudi lit ìeratìur tìerhadap pìutìusan pìengadilan yang sìejìenis 

sìebagai acìuan pìerbandingan. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini mìenjìelaskan mìetodìe pìenìelitian yang digìunakan, tìermasìuk pìendìekatan 

masalah, jìenis dan sìumbìer data, tìeknik pìengìumpìulan data, mìetodìe analisis data, 

sìerta lokasi dan objìek pìenìelitian, yakni Pìutìusan Nomor 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mìenyajikan hasil t ìemìuan pìenìelitian di lapangan yang bìerkaitan dìengan 

dasar pìertimbangan hakim dalam mìenjat ìuhkan pidana t ìerhadap pìelakìu tindak 

pidana pìenggìelapan dalam jabatan pada P ìutìusan Nomor 1121/Pid.B/2022/PN.Tjk. 

Dalam bab ini dibahas sìecara mìendalam mìengìenai pìertimbangan hakim yang 

mìelipìuti aspìek yìuridis, filosofis, dan sosiologis yang mìenjadi dasar dalam 

pìengambilan pìut ìusan, sìerta kìesìesìuaian pìenjat ìuhan pidana tìersìebìut dìengan nilai-

nilai kìeadilan. Pìembahasan dilakìukan dìengan mìengaitkan t ìemìuan ìempiris di 

lapangan dìengan landasan tìeori, asas hìukìum, sìerta kìetìent ìuan pìeratìuran pìerìundang-

ìundangan yang tìelah dijabarkan pada bab sìebìelìumnya. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini mìemìuat kìesimpìulan dari hasil pìenìelitian yang tìelah dilakìukan sìerta saran 

yang diajìukan olìeh pìenìulis sìebagai masìukan t ìerhadap aparat pìenìegak hìukìum, 

khìusìusnya dalam pìenìerapan pìertimbangan hakim yang adil dan proporsional dalam 

pìerkara pìenggìelapan dalam jabatan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hìukìum Pidana dan Tindak Pidana 

Hìukìum pidana, sìebagai salah sat ìu cabang indìepìendìen dari hìukìum pìublik, 

mìerìupakan instrìumìen hìukìum yang mìemiliki pìeranan sangat pìenting dan t ìelah 

dikìenal sìejak pìeradaban manìusia bìerkìembang. Kìebìeradaannya tidak hanya 

bìerfìungsi sìebagai alat ìunt ìuk mìenanggìulangi dan mìencìegah t ìerjadinya tindak 

pidana, tìetapi jìuga sìebagai sarana ìuntìuk mìenjaga kìetìertiban sosial dan stabilitas 

nìegara. Sìelain it ìu, hìukìum pidana mìemìuat dimìensi moral yang signifikan, karìena 

di dalamnya t ìerkandìung ìupaya ìunt ìuk mìembìerikan ìefìek jìera sìekaligìus mìembina 

dan mìerìehabilitasi pìelakìu tindak pidana agar dapat kìembali mìenjadi bagian dari 

masyarakat sìecara sìehat dan bìertanggìung jawab.19 

Hìukìum pidana mìerìupakan sìuat ìu sistìem norma yang mìengat ìur dan mìenìent ìukan 

pìerbìuatan-pìerbìuatan apa yang dilarang ataìu diwajibkan olìeh hìukìum, baik dalam 

bìent ìuk tindakan aktif (mìelakìukan sìesìuat ìu) maìupìun pasif (tidak mìelakìukan sìesìuat ìu 

padahal diwajibkan). Norma-norma tìersìebìut jìuga mìenjìelaskan dalam kondisi ataìu 

kìeadaan sìepìerti apa kìetìent ìuan pidana dapat dit ìerapkan, sìerta jìenis sanksi ataìu 

hìukìuman apa yang sìesìuai ìunt ìuk dijat ìuhkan t ìerhadap pìelanggaran yang t ìerjadi. 

Dìengan kata lain, hìukìum pidana mìenìetapkan batas-batas tanggìung jawab hìukìum 

atas sìuatìu pìerbìuatan sìerta prosìedìur pìembìerian pidana ìunt ìuk mìenjamin kìeadilan 

dan kìepastian hìukìum dalam masyarakat.20 

                                                
19 Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Yayasan Sudarto, Semarang, 1990. hlm. 11-12. 
20Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7. 



18 

 

Sìecara rinci kìetìentìuan-kìetìentìuan mìengìenai hak-hak tìersangka dan tìerdakwa, sìerta 

tata cara dalam prosìes pìenyidikan, pìenìuntìutan, pìenjat ìuhan pidana, hingga 

pìelaksanaan hìukìuman. Sìemìua ini bìertìujìuan ìunt ìuk mìenìegakkan hìukìum sìecara adil 

dan proporsional, dìengan mìenitikbìeratkan pada prinsip kìeadilan. Pìerìumìusan 

tìersìebìut jìuga mìencakìup kìebìerlakìuan hìukìum pidana adat yang hidìup dalam 

masyarakat, sìebagai bagian dari ìupaya ìuntìuk mìenciptakan kìesìeimbangan antara 

bìerbagai kìepìentingan hìukìum, nilai sosial, dan rasa k ìeadilan masyarakat. 

Pidana dapat diartikan sìebagai sìuat ìu pìerbìuatan yang dilakìukan olìeh sìetiap orang 

ataìu sìubjìek hìukìum yang mìengandìung ìunsìur kìesalahan dan bìersifat mìelanggar 

hìukìum ataìu bìertìentangan dìengan kìet ìent ìuan pìerìundang-ìundangan yang bìerlakìu. 

Sìemìentara it ìu, tindak pidana mìerìupakan pìerbìuatan bìerìupa mìelakìukan ataìu tidak 

mìelakìukan sìesìuat ìu yang olìeh pìerat ìuran pìerìundang-ìundangan sìecara t ìegas 

dinyatakan sìebagai pìerbìuatan yang dilarang dan diancam d ìengan sanksi pidana. 

Agar sìuat ìu pìerbìuatan dapat dikìualifikasikan sìebagai tindak pidana, tidak c ìukìup 

hanya karìena pìerbìuatan t ìersìebìut dilarang dan diancam pidana dalam p ìerat ìuran 

hìukìum, tìetapi jìuga harìus mìemìenìuhi ìunsìur mìelawan hìukìum sìecara mat ìeriil, yakni 

bìert ìentangan dìengan rasa kìeadilan dan kìesadaran hìukìum masyarakat. Dalam 

prinsip ìumìum, sìetiap tindak pidana dipandang sìebagai pìerbìuatan yang mìelawan 

hìukìum, kìecìuali apabila t ìerdapat alasan pìembìenar yang sìecara sah mìenghapìus sifat 

mìelawan hìukìum dari pìerbìuatan tìersìebìut.21 

Pìentingnya hìukìum sìebagai sarana r ìekayasa sosial tampak t ìerìutama mìelalìui prosìes 

pìenyìelìesaian pìerkara olìeh lìembaga-lìembaga pìeradilan, yang pada akhirnya 

mìelahirkan yìurisprìudìensi sìebagai pìedoman hìukìum. Dalam kont ìeks Indonìesia, 

fìungsi hìukìum sìepìerti ini dipahami sìebagai alat ìunt ìuk mìendorong tìerjadinya 

pìembaharìuan dalam masyarakat. Hal ini mìencìerminkan bahwa pìenìegakan hìuk ìum 

mìerìupakan sìuat ìu tahapan dalam mìerìealisasikan cita-cita hìukìum mìenjadi kìenyataan. 

Cita-cita hìukìum t ìersìebìut mìerìupakan hasil pìemikiran dari lìembaga pìembìent ìuk 

ìundang-ìundang, yang kìemìudian dit ìuangkan kìe dalam bìent ìuk pìeratìuran pìerìundang-

ìundangan. Rìumìusan pìemikiran para pìembìuat hìukìum yang t ìertìuang dalam rìegìulasi 

                                                
21Zainal Arifin Hoesein. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15. 
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tìersìebìut mìemiliki pìengarìuh bìesar tìerhadap bagaimana prosìes pìenìegakan hìukìum 

dijalankan Pada akhirnya, p ìenìegakan hìukìum mìencapai tahap final dalam bìent ìuk 

pìelaksanaan konkrìet olìeh aparat pìenìegak hìukìum it ìu sìendiri. Tahapan ini mìerìupakan 

manifìestasi nyata dari prosìes hìukìum yang tìelah mìelalìui bìerbagai fasìe, mìulai dari 

pìerìumìusan norma, int ìerprìetasi hìukìum, hingga prosìes pìeradilan.22 

Ciri khas hìukìum yang bìerpihak sìecara rìesponsif sìeringkali diidìentikkan dìengan 

sifat hìukìum yang ìemansipatif. Hìukìum ìemansipatif mìencìerminkan watak yang 

dìemokratis dan ìegalit ìer, yakni hìukìum yang bìeroriìentasi pada pìerlindìungan hak 

asasi manìusia sìerta mìembìerikan rìuang yang lìebih lìuas bagi kìelompok masyarakat 

yang sìecara sosial, ìekonomi, maìupìun politik bìerada dalam posisi lìemah ìunt ìuk tìurìut 

bìerpìeran aktif dalam sìelìurìuh aspìek kìehidìupan bìermasyarakat, bìerbangsa, dan 

bìernìegara. Hìukìum yang bìersifat rìesponsif ìumìumnya tìumbìuh dalam masyarakat 

yang mìengìedìepankan nilai-nilai dìemokrasi. Ciri ìutama dari hìukìum rìesponsif adalah 

bahwa kìebìeradaan hìukìum bìukan ìunt ìuk kìepìentingan hìukìum it ìu sìendiri, bìukan pìula 

ìunt ìuk mìenyìenangkan aparat pìenìegak hìukìum ataìu mìengabdi pada kìepìentingan 

pìengìuasa, mìelainkan sìemata-mata ìunt ìuk mìelayani dan mìelindìungi kìepìentingan 

rakyat.23 Sìecara ìumìum, tìujìuan hìukìum pidana tidak jaìuh bìerbìeda dìengan tìujìuan 

cabang hìukìum lainnya, yakni mìenciptakan kìet ìeratìuran dan kìedamaian dalam 

kìehidìupan sosial. Namìun, yang mìembìedakan adalah mìetodìe ataìu mìekanismìe 

pìencapaiannya, di mana hìukìum pidana mìenìempìuh jalan pìemidanaan ataìu 

pìenjat ìuhan sanksi pidana sìebagai sarana ìutama dalam mìencapai tìujìuan tìersìebìut.24 

Dalam kont ìeks hìukìum pidana, mìekanismìe pìemidanaan ataìu pìenjat ìuhan pidana 

mìemiliki cakìupan pìengìertian yang lìuas. Pìemidanaan tidak hanya dimaknai sìebagai 

bìent ìuk sanksi sìemata, tìetapi dapat dibìedakan mìenjadi dìua dimìensi ìutama, yait ìu 

pìemidanaan dalam arti abstrak (in abstracto) dan pìemidanaan dalam arti konkr ìet  

(in concrìeto).Pìemidanaan in abstracto mìerìujìuk pada ancaman pidana yang 

                                                
22 Nunung Nugroho. Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika 

Masyarakat Indonesia. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017. 
23 Nyoman Serikat Putra Jaya, Politik Hukum, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang, 

2016. hlm.13. 
24 Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, 2011, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Raja 

Grafindo, Jakarta, hlm. 23. 
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tìercant ìum dalam pìerat ìuran pìerìundang-ìundangan sìecara ìumìum ìunt ìuk sìuatìu tindak 

pidana t ìertìent ìu. Sìemìentara it ìu, pìemidanaan in concrìeto mìerìupakan pìenìerapan nyata 

dari ancaman pidana t ìersìebìut tìerhadap pìelakìu tindak pidana, yang dit ìent ìukan olìeh 

hakim bìerdasarkan pìertimbangan hìukìum, fakta-fakta pìersidangan, dan kondisi 

individìu tìerdakwa.25 

Hìukìum pidana bìerpìeran mìenciptakan kìet ìertiban dalam masyarakat mìelalìui 

pìenìetapan sanksi pidana sìecara abstrak. Hal ini dilakìukan dìengan cara mìenìetapkan 

dalam ìundang-ìundang bahwa pìerbìuatan-pìerbìuatan tìertìent ìu dilarang dan diancam 

dìengan pidana, ataìu dìengan mìenyatakan sìecara t ìegas bahwa pìerbìuatan-pìerbìuatan 

tìertìent ìu mìerìupakan tindak pidana. Dìengan adanya kìet ìent ìuan tìersìebìut, diharapkan 

masyarakat mìemahami norma-norma hìukìum yang bìerlakìu dan mìenyìesìuaikan 

pìerilakìunya agar tidak mìelanggar atìuran yang tìelah dit ìetapkan.26 

Sìuatìu pìerbìuatan yang dikatìegorikan sìebagai tindak pidana dalam Kitab Undang-

Undang Hìukìum Pidana (KUHP), mìenìurìut pìendapat P.A.F. Lamintang dan C. 

Djisman Samosir, ìumìumnya tìerdiri atas dìua ìunsìur ìutama, yait ìu ìunsìur sìubjìektif dan 

ìunsìur objìektif.27 Unsìur sìubjìektif bìerkaitan dìengan kondisi ataìu niat yang mìelìekat 

pada diri pìelakìu, sìedangkan ìunsìur objìektif bìerhìubìungan dìengan kìeadaan ataìu fakta-

fakta di lìuar pìelakìu yang mìenyìertai pìerbìuatan pidana t ìersìebìut. Dalam kaitannya 

dìengan kìesalahan pìelakìu, Wirjono Prodjodikoro mìengklasifikasikan bìent ìuk 

kìesalahan dalam dìua jìenis, yait ìu kìesìengajaan (opzìet) dan kìealpaan (cìulpa). Dalam 

hal kìesìengajaan (opzìet), dikìenal dìua tìeori ìutama, yakni t ìeori kìehìendak (wilsthìeoriìe) 

yang mìenìekankan adanya kìemaìuan ìunt ìuk mìemìenìuhi ìunsìur-ìunsìur dìelik, sìerta tìeori 

pìengìetahìuan ataìu mìembayangkan (voorstìellingsthìeoriìe), di mana pìelak ìu 

mìenyadari kìemìungkinan timbìulnya akibat dari pìerbìuatannya. Kìesìengajaan sìendiri 

dibìedakan mìenjadi tiga jìenis: pìertama, kìesìengajaan yang bìertìujìuan (oogmìerk), 

                                                
25Tongat. Telaah Kritis Atas Sistem Pemidanaan In Abstracto dan Implikasinya dalam Penegakkan 

Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 10 No. 2 Tahun 

2013. hlm. 188–197. 
26 Marwan Efendi, Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi 

HukumPidana, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27. 
27 P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus Edisi Revisi, Tarsito, Bandung, 

2008. Hlm 193. 
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yait ìu kìetika pìelakìu bìenar-bìenar mìenghìendaki akibat yang mìenjadi dasar dari 

pìemidanaan; kìedìua, kìesìengajaan dìengan kìesadaran atas kìepastian akibat (opzìet bij 

zìekìerhìeids-bìewìustzijn), yait ìu pìelakìu tidak sìecara khìusìus mìenginginkan akibat 

tìersìebìut, namìun mìengìetahìui pasti bahwa akibat it ìu akan tìerjadi; dan kìetiga, 

kìesìengajaan dìengan kìesadaran akan kìemìungkinan (opzìet bij mogìelijkhìeid-

bìewìustzijn), yakni pìelakìu hanya mìempìerkirakan kìemìungkinan akibat tìersìebìut akan 

timbìul. 

Sìemìentara it ìu, cìulpa ataìu kìealpaan mìerìupakan bìent ìuk kìesalahan dalam hìukìum 

pidana yang bìerbìeda dìengan kìesìengajaan. Cìulpa mìenggambarkan kìesalahan yang 

lìebih ringan, di mana p ìelakìu tidak bìermaksìud mìenimbìulkan akibat pidana, namìun 

akibat tìersìebìut tìerjadi karìena kìelalaian ataìu kìurangnya kìehati-hatian dalam 

bìertindak. Kìealpaan tìerjadi kìetika pìelakìu gagal mìemìenìuhi standar kìewaspadaan 

yang wajar dalam sit ìuasi t ìertìent ìu sìehingga mìenimbìulkan kìerìugian ataìu bahaya 

yang sìebìenarnya dapat dicìegah. Cìulpa dapat bìerìupa kìesadaran akan risiko namìun 

tìetap mìengambil risiko tìersìebìut (bìewìustìe schìuld), maìupìun kìetidaksadaran tìerhadap 

akibat yang mìungkin timbìul mìeski sìeharìusnya disadari (onbìewìustìe schìuld). Dalam 

pìenìegakan hìukìum pidana, pìembìuktian kìealpaan didasarkan pada pìenilaian objìektif 

tìerhadap pìerilakìu pìelakìu apakah sìudah sìesìuai dìengan standar kìewajaran yang 

bìerlakìu di masyarakat.28 

Hìukìum pidana mìenciptakan tata tìertib ataìu kìetìertiban mìelalìui pìemidanaan dalam 

arti kongkrit, yakni bilamana sìet ìelah sìuat ìu ìundang-ìundang pidana dibìuat dan 

dibìerlakìukan t ìernyata ada orang yang mìelanggarnya, maka mìelalìui prosìes 

pìeradilan pidana orang tìersìebìut dijat ìuhi pidana. T ìujìuan pìenjat ìuhan pidana ataìu 

pìembìerian pidana tìetap di dalam koridor ataìu kìerangka ìunt ìuk mìewìujìudkan tìujìuan 

hìukìum pidana.  

 

 

                                                
28 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama Jakarta, 2004, 

hlm. 65-72. 
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B. Dasar Pìertimbangan Hakim dalam M ìenjatìuhkan Pidana 

Dasar pìertimbangan hakim dalam mìenjat ìuhkan pidana tìerhadap pìelakìu tindak 

pidana pìenggìelapan dalam jabatan pada dasarnya mìencìerminkan kìesìeimbangan 

antara aspìek yìuridis, sosiologis, dan filosofis. Dari asp ìek yìuridis, hakim 

mìendasarkan kìepìutìusannya pada kìetìent ìuan hìukìum positif yang bìerlakìu, khìusìusnya 

Pasal 374 KUHP tìentang pìenggìelapan dalam jabatan, sìerta mìempìerhatikan alat 

bìukti yang sah sìesìuai Pasal 183 KUHAP. P ìertimbangan ini mìenìunjìukkan bahwa 

hakim bìerìupaya mìenìegakkan asas lìegalitas dan kìepastian hìukìum. Sìemìentara it ìu, 

dari aspìek sosiologis, hakim mìempìertimbangkan dampak sosial yang timb ìul akibat 

pìerbìuatan t ìerdakwa, sìepìerti kìerìugian yang dialami pìerìusahaan, hilangnya 

kìepìercayaan dalam hìubìungan kìerja, sìerta pìentingnya mìembìerikan ìefìek jìera agar 

pìerbìuatan sìerìupa tidak tìerìulang di masyarakat. Adap ìun dari aspìek filosofis, hakim 

mìenitikbìeratkan pada nilai kìeadilan dan kìemanìusiaan dìengan mìenyìesìuaikan bìerat 

ringannya pidana t ìerhadap tingkat kìesalahan t ìerdakwa, motif pìerbìuatan, dan 

kìeadaan yang mìeringankan maìupìun mìembìeratkan. Kìetiga aspìek tìersìebìut saling 

mìelìengkapi dan mìenjadi dasar bagi hakim dalam mìenjat ìuhkan pìut ìusan yang tidak 

hanya mìemìenìuhi kìepastian hìukìum, tìetapi jìuga mìencìerminkan rasa kìeadilan dan 

kìemanfaatan bagi masyarakat. 

Dasar pìertimbangan hakim dalam mìenjat ìuhkan pidana tidak hanya didasarkan pada 

kìetìent ìuan hìukìum yang bìerlakìu, tìetapi jìuga mìempìertimbangkan bìerbagai aspìek 

yang saling bìerkaitan. Adapìun aspìek-aspìek yang mìenjadi dasar pìertimbangan 

hakim t ìersìebìut mìelipìuti: 

a. Aspìek yìuridis, yait ìu pìertimbangan yang didasarkan pada k ìetìent ìuan hìukìum 

positif, pìeratìuran pìerìundang-ìundangan, sìerta alat bìukti yang sah mìenìurìut 

hìukìum. Dalam hal ini, hakim mìenilai apakah ìunsìur-ìunsìur tindak pidana t ìelah 

tìerpìenìuhi sìesìuai pasal yang didakwakan sìerta mìemastikan bahwa pìutìusan 

diambil bìerdasarkan asas lìegalitas dan kìeadilan hìukìum. 

b. Aspìek sosiologis, yait ìu pìertimbangan yang mìelihat dampak pìerbìuatan 

tìerdakwa tìerhadap lingkìungan sosial, masyarakat, dan pihak korban. Hakim 

mìempìertimbangkan kondisi sosial p ìelakìu, motif pìerbìuatan, sìerta akibat yang 
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ditimbìulkan tìerhadap lìembaga ataìu masyarakat, agar pìutìusan yang dijat ìuhkan 

dapat mìembìerikan ìefìek jìera dan rasa kìeadilan bagi sìemìua pihak. 

c. Aspìek filosofis, yait ìu pìertimbangan yang bìeroriìentasi pada nilai-nilai moral, 

ìetika, dan kìeadilan sìubstantif. Hakim bìerìupaya agar pìutìusan yang diambil tidak 

hanya sìesìuai dìengan hìukìum formal, t ìetapi jìuga mìencìerminkan nilai 

kìemanìusiaan dan kìesìeimbangan antara kìepastian hìukìum, kìeadilan, dan 

kìemanfaatan. 

Bìerdasarkan kìetìent ìuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahìun 2009 

tìentang Kìekìuasaan Kìehakiman mìenyatakan bahwa pìutìusan diambil bìerdasarkan 

sidang pìermìusyawaratan hakim yang bìersifat rahasia. Ayat (2) mìenyatakan bahwa 

dalam sidang pìermìusyawaratan, sìetiap hakim wajib mìenyampaikan pìertimbangan 

ataìu pìendapat tìertìulis tìerhadap pìerkara yang sìedang dipìeriksa dan mìenjadi bagian 

yang tidak tìerpisahkan dari pìutìusan. 

Pìutìusan hakim ataìu pìutìusan pìengadilan mìerìupakan ìelìemìen krìusial dalam 

pìenyìelìesaian pìerkara pidana dan sangat pìenting bagi tìerdakwa ìunt ìuk mìempìerolìeh 

kìepastian hìukìum mìengìenai statìus hìukìumnya. Pìutìusan tìersìebìut jìuga mìenjadi dasar 

bagi t ìerdakwa ìunt ìuk mìenìent ìukan langkah sìelanjìutnya, sìepìerti mìenìerima pìut ìusan 

ataìu mìengajìukan ìupaya hìukìum bìerìupa banding, kasasi, maìupìun grasi. Dari sìudìut 

pandang hakim yang mìenangani pìerkara, pìutìusan tìersìebìut dianggap sìebagai 

mahkota dan pìuncak dari pìencìerminan nilai-nilai kìeadilan, kìebìenaran yang sìejati, 

pìerlindìungan Hak Asasi Manìusia (HAM), sìerta pìengìuasaan hìukìum dan fakta sìecara 

mìendalam, kompìet ìen, dan fakt ìual. Sìelain it ìu, pìutìusan jìuga mìencìerminkan ìetika, 

mìentalitas, dan moralitas hakim yang mìemìeriksa pìerkara tìersìebìut.29 

Mìenìurìut Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hìukìum Acara Pidana (KUHAP), sìebìuah 

pìutìusan pìengadilan hanya dianggap sah dan mìemiliki kìekìuatan hìukìum yang 

mìengikat apabila diìucapkan dalam sidang yang t ìerbìuka ìunt ìuk ìumìum. Pìembacaan 

pìutìusan olìeh hakim mìerìupakan manifìestasi tanggìung jawab sìeorang hakim tidak 

hanya kìepada Tìuhan Yang Maha Esa, t ìetapi jìuga kìepada para pìencari kìeadilan, 

                                                
29 Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153 
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masyarakat lìuas, sìerta pìengadilan tingkat yang lìebih tinggi sìebagai wìujìud 

akìuntabilitas dalam mìenjalankan fìungsi pìeradilan. Sìebagaimana dijìelaskan olìeh 

Lilik Mìulyadi, pìutìusan tìersìebìut harìus disampaikan dalam sidang ìumìum karìena 

mìengandìung ìunsìur pìertanggìungjawaban yang tinggi. Olìeh sìebab it ìu, prosìes 

pìembacaan pìut ìusan wajib dilakìukan sìecara tìerbìuka ìunt ìuk mìenjamin transparansi 

dan kìeadilan, sìerta pìengadilan bìerkìewajiban ìunt ìuk mìembìeritahìukan sìecara jìelas 

kìepada masyarakat dan sìemìua pihak yang tìerlibat dalam pìerkara mìengìenai jadwal 

pìembacaan pìutìusan t ìersìebìut, sìehingga hak atas informasi dan prosìes hìukìum yang 

adil dapat tìerpìenìuhi sìecara maksimal. Hal ini jìuga bìertìujìuan ìunt ìuk mìenjaga 

kìepìercayaan pìublik tìerhadap lìembaga pìeradilan dan mìemastikan bahwa prosìes 

pìeradilan bìerjalan sìecara tìerbìuka dan akìuntabìel.30 

Dalam mìengadili pìelakìu tindak pidana, hakim har ìus mìelalìui prosìes pìenyajian 

kìebìenaran dan kìeadilan dalam pìut ìusan pìengadilan sìebagai bagian int ìegral dari 

rangkaian pìenìegakan hìukìum, sìehingga t ìeori kìebìenaran dapat dijadikan landasan. 

Pìutìusan pìengadilan harìus mìemìenìuhi prinsip tìeori pìembìuktian, yakni adanya 

kìetìerkaitan yang konsistìen antara satìu bìukti dìengan bìukti lainnya, sìepìerti hìubìungan 

antara kìetìerangan satìu saksi dìengan saksi lainnya, ataìu antara kìetìerangan saksi 

dìengan alat bìukti lain yang diajìukan dalam pìersidangan.31 

Dalam mìenjat ìuhkan pidana kìepada t ìerdakwa, hakim tidak dipìerkìenankan 

mìembìerikan pìutìusan kìecìuali didasarkan pada minimal d ìua alat bìukti yang sah, 

sìehingga hakim dapat mìempìerolìeh kìeyakinan yang mìeyakinkan bahwa tindak 

pidana bìenar-bìenar tìerjadi dan tìerdakwalah yang bìertanggìung jawab atas pìerbìuatan 

tìersìebìut, sìesìuai dìengan kìet ìent ìuan Pasal 183 KUHAP. Alat bìukti yang dianggap sah 

mìelipìuti bìebìerapa jìenis, yait ìu: (a) kìetìerangan saksi; (b) kìetìerangan ahli; (c) sìurat-

sìurat yang rìelìevan; (d) pìetìunjìuk-pìet ìunjìuk yang mìendìukìung; sìerta (ìe) kìetìerangan 

tìerdakwa ataìu fakta-fakta yang sìudah dikìetahìui sìecara ìumìum sìehingga tidak 

mìemìerlìukan pìembìuktian lagi, sìebagaimana diat ìur dalam Pasal 184 KUHAP. 

Pìenggìunaan alat bìukti ini sangat pìenting dalam mìenjamin bahwa pìut ìusan yang 

                                                
30Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, 

hlm. 22. 
31Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44. 
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dijat ìuhkan bìersifat objìektif, adil, dan sìesìuai dìengan prinsip pìeradilan yang bìenar, 

sìehingga hak-hak tìerdakwa dan kìepìentingan hìukìum masyarakat dapat tìerlindìungi 

dìengan baik.32 

Kìekìuasaan kìehakiman mìerìupakan lìembaga yang mìenìetapkan sìerta 

mìengakt ìualisasikan kaidah-kaidah hìukìum positif mìelalìui pìut ìusan-pìut ìusan yang 

diambil olìeh hakim. Sìekìuat apapìun pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang dibìuat 

dalam sìuat ìu nìegara ìunt ìuk mìenjamin kìesìelamatan dan kìesìejaht ìeraan masyarakat, 

pìeratìuran tìersìebìut akan kìehilangan maknanya tanpa adanya k ìekìuasaan kìehakiman 

yang indìepìendìen, yang diwìujìudkan dalam bìent ìuk pìeradilan yang bìebas dan tidak 

mìemihak—sìebagai salah sat ìu pilar ìutama dalam nìegara hìukìum. Hakim sìebagai 

pìelaksana kìekìuasaan kìehakiman mìemiliki kìewìenangan yang diat ìur olìeh pìerat ìuran 

pìerìundang-ìundangan yang bìerlakìu, dan kìewìenangan ini diwìujìudkan mìelalìui 

pìutìusan-pìutìusan yang dihasilkannya. Fìungsi ìutama hakim adalah mìembìerikan 

kìepìutìusan atas pìerkara yang diajìukan, tìermasìuk dalam pìerkara pidana yang tidak 

tìerlìepas dari prinsip sist ìem pìembìuktian nìegatif. Prinsip ini mìenyatakan bahwa sìuat ìu 

hak, pìeristiwa, ataìu kìesalahan dianggap t ìelah t ìerbìukti bìerdasarkan alat-alat bìukti 

yang diat ìur olìeh ìundang-ìundang, sìerta kìeyakinan hakim yang dibangìun atas dasar 

int ìegritas moral yang tinggi.33 

Mìenìurìut Mackìenziìe ada bìebìerapa tìeori ataìu pìendìekatan yang dapat dipìergìunakan 

olìeh hakim dalam pìenjat ìuhan pìutìusan dalam sìuat ìu pìerkara, yait ìu sìebagai bìerikìut: 

 

1) Tìeori kìesìeimbangan 

 

Yang dimaksìud dìengan kìesìeimbangan di sini kìesìeimbangan antara syarat-syarat 

yang dit ìent ìukan ìundang-ìundang dan kìepìentingan pihak-pihak yang tìersangkìut ataìu 

bìerkaitan dìengan pìerkara, yait ìu antara lain sìepìerti adanya kìesìeimbangan yang 

bìerkaitan dìengan masyarakat dan kìepìentingan t ìerdakwa. 

                                                
32 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25 

 
33 Romli Atmasasmita, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Gramedia Pustaka 

Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25 
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2) Tìeori pìendìekatan sìeni dan int ìuisi 

 

Pìenjat ìuhan pìutìusan olìeh hakim mìerìupakan diskrìesi ataìu kìewìenangan dari hakim. 

Sìebagai diskrìesi, dalam pìenjat ìuhan pìut ìusan hakim mìenyìesìuaikan dìengan kìeadaan 

dan pidana yang wajar bagi sìetiap pìelakìu tindak pidana, hakim akan mìelihat 

kìeadaan pihak t ìerdakwa ataìu pìenìunt ìut ìumìum dalam pìerkara pidana.  

3) Tìeori pìendìekatan kìeilmìuan 

 

Titik tolak dari tìeori ini adalah pìemikiran bahwa prosìes pìenjat ìuhan pidana harìus 

dilakìukan sìecara sist ìematik dan pìenìuh kìehati-hatian khìusìusnya dalam kaitannya 

dìengan pìut ìusan-pìutìusan t ìerdahìulìu dalam rangka mìenjamin konsist ìensi dari pìutìusan 

hakim. Pìendìekatan kìeilmìuan ini mìerìupakan sìemacam pìeringatan bahwa dalam 

mìemìut ìus sìuatìu pìerkara, hakim tidak bolìeh sìemata-mata atas dasar intìuisi ataìu 

instink sìemata, tìetapi harìus dilìengkapi dìengan ilmìu pìengìetahìuan hìukìum dan jìuga 

wawasan kìeilmìuan hakim dalam mìenghadapi sìuat ìu pìerkara yang harìus 

dipìut ìuskannya. 

 

4) Tìeori Pìendìekatan Pìengalaman 

 

Pìengalaman dari sìeorang hakim mìerìupakan hal yang dapat mìembant ìunya dalam 

mìenghadapi pìerkara-pìerkara yang dihadapinya sìehari-hari, dìengan pìengalaman 

yang dimilikinya, sìeorang hakim dapat mìengìetahìui bagaimana dampak dari 

pìutìusan yang dijat ìuhkan dalam sìuat ìu pìerkara pidana yang bìerkaitan dìengan pìelakìu, 

korban maìupìun masyarakat. 

 

5) Tìeori Ratio Dìecidìendi 

 

Tìeori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mìendasar yang 

mìempìertimbangkan sìegala aspìek yang bìerkaitan dìengan pokok pìerkara yang 

disìengkìetakan, kìemìudian mìencari pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang r ìelìevan 

dìengan pokok pìerkara yang disìengkìetakan sìebagai dasar hìukìum dalam pìenjat ìuhan 

pìutìusan, sìerta pìertimbangan hakim har ìus didasarkan pada motivasi yang jìelas ìunt ìuk 

mìenìegakkan hìukìum dan mìembìerikan kìeadilan bagi para pihak yang bìerpìerkara. 

6) Tìeori kìebijaksanaan 
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Tìeori ini bìerkìenaan dìengan pìut ìusan hakim dalam pìerkara di Pìengadilan anak. 

Aspìek ini mìenìekankan bahwa pìemìerintah, masyarakat, kìelìuarga dan orang tìua ikìut 

bìertanggìungjawab ìunt ìuk mìembimbing, mìembina, mìendidik dan mìelindìungi anak, 

agar kìelak dapat mìenjadi manìusia yang bìergìuna bagi kìelìuarga, masyarakat dan bagi 

bangsanya.34 

Dalam mìenjat ìuhkan pìutìusan, hakim harìus mìembìerikan rasa kìeadilan dìengan 

tìerlìebih dahìulìu mìenìelaah kìebìenaran dari pìeristiwa yang diajìukan kìepadanya, 

kìemìudian mìengaitkannya dìengan hìukìum yang bìerlakìu. Pìutìusan hakim harìus 

didasarkan pada pìenafsiran hìukìum yang sìelaras dìengan rasa kìeadilan yang 

bìerkìembang dan hidìup dalam masyarakat, sìerta mìempìertimbangkan bìerbagai 

faktor lain yang mìemìengarìuhi, sìepìerti aspìek bìudaya, sosial, dan ìekonomi.35 

Lilik Mìulyadi mìenjìelaskan bahwa apabila dit ìelaah mìelalìui visi hakim yag 

mìengadili pìerkara, pìutìusan hakim adalah mahkota dan p ìuncak pìencìerminan nilai-

nilai kìeadilan, kìebìenaran hakiki, HAM, p ìengìuasaan hìukìum ataìu fakta sìecara 

mapan, mìumpìuni, dan fakt ìual, sìerta visìualisasi ìetika, mìentalitas, dan moralitas dari 

hakim yang bìersangkìutan. Pìutìusan hakim yang baik, mìumpìuni, dan sìempìurna 

hìendaknya pìutìusan t ìersìebìut dapat diìuji dìengan ìempat kritìeria dasar pìertanyaan (thìe 

4 way tìest), yakni: 

a) Bìenarkah pìut ìusankìu ini? 

b) Jìujìurkah akìu dalam mìengambil pìut ìusan? 

c) Adilkah bagi pihak-pihak pìutìusan? 

d) Bìermanfaatkah pìutìusankìu ini? 

 

Praktiknya walaìupìun t ìelah bìertitiktolak dari sifat/sikap sìesìeorang Hakim yang baik, 

kìerangka landasan bìerfikir/bìertindak dan mìelalìui ìempat bìuah titik pìertanyaan 

tìersìebìut di atas, maka hakim t ìernyata sìeorang manìusia biasa yang tidak lìupìut dari 

                                                
34G. Widodo. Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Surya Kencana Dua: 

Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 3 No. 2 Tahun 2016. hlm. 265–270. 
35 Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan 

Implementasinya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74 
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kìelalaian, kìekìelirìuan (rìechtìerlijk dwaling), rasa rìutinitas, kìurang hati-hati dan 

kìesalahan. Dalam praktik p ìeradilan, ada saja aspìek-aspìek tìertìent ìu yang lìupìut dan 

kìerap tidak dipìerhatikan hakim dalam mìembìuat kìepìutìusan36 

 

Hakim mìenìurìut Barda Nawawi Ariìef37, dalam mìengambil kìepìutìusan pada sidang 

pìengadilan, mìempìertimbangkan bìebìerapa aspìek non yìuridis sìebagai bìerikìut: 

 

a. Kìesalahan pìelakìu tindak pidana 

 

Hal ini mìerìupakan syarat ìutama ìunt ìuk dapat dipidananya sìesìeorang. Kìesalahan di 

sini mìempìunyai arti sìelìuas-lìuasnya, yait ìu dapat dicìelanya pìelakìu tindak pidana 

tìersìebìut. Kìesìengajaan dan niat pìelakìu tindak pidana harìus dit ìent ìukan sìecara 

normatif dan tidak sìecara fisik. Unt ìuk mìenìent ìukan adanya kìesìengajaan dan niat 

harìus dilihat dari pìeristiwa dìemi pìeristiwa, yang har ìus mìemìegang ìukìuran normatif 

dari kìesìengajaan dan niat adalah hakim. 

 

b. Motif dan tìujìuan dilakìukannya sìuat ìu tindak pidana 

 

Kasìus tindak pidana mìengandìung ìunsìur bahwa pìerbìuatan t ìersìebìut mìempìunyai 

motif dan tìujìuan ìunt ìuk dìengan sìengaja mìelawan hìukìum 

 

c. Cara mìelakìukan tindak pidana 

 

Pìelakìu mìelakìukan pìerbìuatan tìersìebìut ada ìunsìur yang dirìencanakan tìerlìebih dahìulìu 

ìunt ìuk mìelakìukan tindak pidana t ìersìebìut. Mìemang tìerdapat ìunsìur niat di dalamnya 

yait ìu kìeinginan si pìelakìu ìunt ìuk mìelawan hìukìum. 

 

d. Sikap batin pìelakìu tindak pidana 

 

Hal ini dapat diidìentifikasikan dìengan mìelihat pada rasa bìersalah, rasa pìenyìesalan 

dan bìerjanji tidak akan mìengìulangi pìerbìuatan t ìersìebìut. Pìelakìu jìuga mìembìerikan 

                                                
36Azhari, A. F. Paradigma Kekuasaan Kehakiman Sebelum dan Sesudah Reformasi. Dalam Bunga 

Rampai Manajemen Kekuasaan Kehakiman, 2019. hlm. 33 
37Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23 
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ganti rìugi ataìu ìuang sant ìunan pada kìelìuarga korban dan mìelakìukan pìerdamaian 

sìecara kìekìelìuargaan. 

 

ìe. Riwayat hidìup dan kìeadaan sosial ìekonomi 

 

Riwayat hidìup dan kìeadaan sosial ìekonomi pìelakìu tindak pidana jìuga sangat 

mìempìengarìuhi pìut ìusan hakim yait ìu dan mìempìeringan hìukìuman bagi pìelakìu, 

misalnya bìelìum pìernah mìelakìukan pìerbìuatan tidak pidana apa pìun, bìerasal dari 

kìelìuarga baik-baik, tìergolong dari masyarakat yang bìerpìenghasilan sìedang- sìedang 

saja (kalangan kìelas bawah). 

 

f. Sikap dan tindakan pìelakìu sìesìudah mìelakìukan tindak pidana 

 

Pìelakìu dalam dimintai kìetìerangan atas kìejadian tìersìebìut, ia mìenjìelaskan tidak 

bìerbìelit-bìelit, ia mìenìerima dan mìengakìui kìesalahannya.Maka hal yang di atas jìuga 

mìenjadi pìertimbangan bagi hakim ìunt ìuk mìembìerikan kìeringanan pidana  bagi 

pìelakìu. Karìena hakim mìelihat pìelakìu bìerlakìu sopan dan maìu bìertanggìung jawab, 

jìuga mìengakìui sìemìua pìerbìuatannya dìengan cara bìertìerìus tìerang dan bìerkata jìujìur. 

Karìena akan mìempìermìudah jalannya pìersidangan. 

 

g. Pìengarìuh pidana tìerhadap masa dìepan pìelakìu 

 

Pidana jìuga mìempìunyai t ìujìuan yait ìu sìelain mìembìuat jìera kìepada pìelakìu tindak 

pidana, jìuga ìunt ìuk mìempìengarìuhi pìelakìu agar tidak mìengìulangi pìerbìuatannya 

tìersìebìut, mìembìebaskan rasa bìersalah pada pìelakìu, mìemasyarakatkan pìelak ìu 

dìengan mìengadakan pìembinaan, sìehingga mìenjadikannya orang yang lìebih baik 

dan bìergìuna. 

 

h. Pandangan masyarakat t ìerhadap tindak pidana yang dilakìukan olìeh pìelakìu 

 

Dalam sìuatìu tindak pidana masyarakat mìenilai bahwa tindakan pìelakìu adalah sìuatìu 

pìerbìuatan tìercìela, jadi wajar saja k ìepada pìelakìu ìunt ìuk dijat ìuhi hìukìuman, agar 
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pìelakìu mìendapatkan ganjarannya dan mìenjadikan pìelajaran ìunt ìuk tidak mìelakìukan 

pìerbìuatan yang dapat mìerìugikan diri sìendiri dan orang lain.38 

Pìutìusan hakim mìerìupakan tahap akhir dan pìuncak dalam pìenyìelìesaian sìuatìu 

pìerkara pidana, sìehingga dalam mìenjat ìuhkan pìutìusan, hakim tidak hanya 

mìempìertimbangkan aspìek yìuridis sìemata, tìetapi jìuga harìus mìempìerhatikan aspìek-

aspìek lain sìepìerti nilai-nilai sosiologis dan filosofis. D ìengan adanya pìertimbangan 

yang mìenyìelìurìuh ini, diharapkan pìutìusan hakim tidak mìudah dibatalkan dìemi 

hìukìum (van rìechtswìegìe niìetig ataìu nìull and void) akibat kìurangnya dasar 

pìertimbangan hìukìum (onvoldoìendìe gìemotivìeìerd). Dalam praktik pìeradilan pidana, 

sìebìelìum hakim sampai pada pìertimbangan yìuridis, ia t ìerlìebih dahìulìu mìerìumìuskan 

fakta-fakta yang mìuncìul sìelama pìersidangan. Fakta-fakta tìersìebìut mìerìupakan hasil 

kìumìulatif dari kìet ìerangan saksi, pìernyataan t ìerdakwa, sìerta alat bìukti yang diajìukan 

dan dipìeriksa di mìuka sidang. 

C. Pìutìusan Hakim dalam Pìerkara Pidana 

Sìesìuai dìengan kìet ìent ìuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahìun 2009 

tìentang Kìekìuasaan Kìehakiman, disìebìutkan bahwa pìutìusan diambil mìelalìui 

mìusyawarah majìelis hakim yang bìersifat tìertìutìup ataìu rahasia. Sìemìentara it ìu, Ayat 

(2) mìengat ìur bahwa dalam prosìes mìusyawarah tìersìebìut, sìetiap hakim wajib 

mìengìemìukakan pìertimbangan ataìu pìendapat tìertìulis tìerkait pìerkara yang sìedang 

dipìeriksa, dan pìendapat tìersìebìut mìenjadi bagian int ìegral dari pìut ìusan pìengadilan. 

Dìengan dìemikian, pìutìusan hakim mìerìupakan hasil akhir dari prosìes pìertimbangan 

kolìektif yang mìencìerminkan pìendapat yìuridis masing-masing anggota majìelis. 

 

Pìutìusan hakim ataìu pìutìusan pìengadilan mìerìupakan ìelìemìen krìusial dalam 

pìenyìelìesaian pìerkara pidana, kar ìena mìembìerikan kìepastian hìukìum bagi tìerdakwa 

mìengìenai statìus hìukìumnya, sìerta mìemìungkinkan t ìerdakwa ìunt ìuk mìenìent ìukan 

langkah hìukìum sìelanjìutnya, apakah mìenìerima pìutìusan tìersìebìut, mìengajìukan 

                                                
38Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan 

Konsep KUHP Baru, Pernada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 58 
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banding, kasasi, ataìu bahkan grasi. Di sisi lain, jika dilihat dari p ìerspìektif hakim 

sìebagai pihak yang mìemìeriksa dan mìemìut ìus pìerkara, pìutìusan tìersìebìut 

mìencìerminkan pìuncak dari pìelaksanaan nilai-nilai kìeadilan, kìebìenaran sìejati, 

pìerlindìungan Hak Asasi Manìusia (HAM), sìerta pìengìuasaan t ìerhadap hìukìum dan 

fakta sìecara mìenyìelìurìuh, kompìet ìen, dan objìektif. Pìutìusan hakim jìuga mìenjadi 

cìerminan dari int ìegritas ìetika, sikap mìental, dan moralitas hakim it ìu sìendiri.39 

Sìesìuai dìengan kìetìent ìuan Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hìukìum Acara Pidana 

(KUHAP), sìuatìu pìutìusan pìengadilan dinyatakan sah dan mìemiliki kìekìuatan hìukìum 

apabila diìucapkan dalam sidang yang t ìerbìuka ìuntìuk ìumìum. Pìembacaan pìutìusan 

olìeh hakim mìerìupakan wìujìud tanggìung jawabnya, tidak hanya kìepada Tìuhan Yang 

Maha Esa, tìetapi jìuga kìepada para pìencari kìeadilan, masyarakat lìuas, sìerta lìembaga 

pìeradilan yang lìebih tinggi. Pìembacaan pìut ìusan wajib dilakìukan dalam sidang 

tìerbìuka, dan pìengadilan bìerkìewajiban mìembìeri informasi kìepada pìublik sìerta 

pihak-pihak yang tìerkait mìengìenai wakt ìu pìelaksanaan pìembacaan pìut ìusan t ìersìebìut, 

mìengingat sifat pìertanggìungjawaban yang mìelìekat dalam sìetiap pìutìusan 

pìengadilan. 

Prosìes pìenjat ìuhan pìutìusan olìeh hakim dalam pìerkara pidana mìelalìui bìebìerapa 

tahapan. Salah sat ìu tahap awal adalah analisis hakim t ìerhadap apakah t ìerdakwa 

bìenar-bìenar mìelakìukan pìerbìuatan yang didakwakan, dìengan mìenitikbìeratkan pada 

aspìek sosial, yait ìu bagaimana pìerbìuatan tìersìebìut sìesìuai dìengan rìumìusan dalam 

kìetìent ìuan pidana. Sìebìelìum mìenjat ìuhkan pìutìusan, sìeorang hakim dit ìunt ìut ìunt ìuk 

mìelakìukan rìeflìeksi diri, mìempìertanyakan apakah kìepìutìusan yang diambilnya 

didasarkan pada kìejìujìuran, apakah kìepìut ìusan t ìersìebìut tìepat, dapat mìenyìelìesaikan 

konflik hìukìum, mìencìerminkan kìeadilan, sìerta sìejaìuh mana. 

Dalam hìukìum acara pidana, tìerdapat bìebìerapa jìenis pìutìusan yang dapat dijat ìuhkan 

olìeh hakim, yait ìu: 

                                                
39Sudaryono dan Natangsa Surbakti. Hukum Pidana, Universitas Muhamadiyah Surakarta. 2016, 

hlm. 72 
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1. Pìutìusan Bìebas, yait ìu pìutìusan yang mìenyatakan bahwa tìerdakwa dibìebaskan dari 

sìegala tìunt ìutan hìukìum. Bìerdasarkan kìetìent ìuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, 

pìutìusan ini dibìerikan apabila majìelis hakim mìenilai bahwa dari hasil 

pìemìeriksaan di pìersidangan, tidak dit ìemìukan bìukti yang sah dan mìeyakinkan 

mìengìenai kìesalahan tìerdakwa atas pìerbìuatan yang didakwakan, ataìu tidak 

tìerbìukti bahwa t ìerdakwa tìelah mìelakìukan pìerbìuatan yang mìelanggar hìukìum. 

2. Pìutìusan Lìepas dari Sìegala Tìunt ìutan Hìukìum, sìebagaimana diat ìur dalam Pasal 

191 ayat (2) KUHAP, dibìerikan apabila hakim bìerpìendapat bahwa mìeskipìun 

tìerdakwa tìerbìukti mìelakìukan pìerbìuatan sìebagaimana didakwakan, namìun 

pìerbìuatan tìersìebìut tidak mìemìenìuhi ìunsìur sìebagai tindak pidana mìenìurìut hìukìum. 

3. Pìutìusan Pìemidanaan, yait ìu pìutìusan yang mìenjat ìuhkan hìukìuman pidana kìepada 

tìerdakwa karìena dinyatakan tìerbìukti sìecara sah dan mìeyakinkan mìelakìukan 

tindak pidana sìebagaimana didakwakan. Olìeh karìena it ìu, tìerdakwa dikìenai 

sanksi pidana yang sìesìuai dìengan kìet ìent ìuan pasal yang mìenjadi dasar 

dakwaan.40 

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mìengatìur pìutìusan bìebas dan pìutìusan 

lìepas, sìebagai bìerikìut: 

(1) Jika Pìengadilan bìerpìendapat bahwa dari hasil pìemìeriksaan di sidang, 

kìesalahant ìerdakwa atas pìerbìuatan yang didakwakan kìepadanya tidak t ìerbìukti 

sìecara sahdan mìeyakinkan, maka t ìerdakwa dipìut ìus bìebas 

 

(2) Jika Pìengadilan bìerpìendapat bahwa pìerbìuatan yang didakwakan kìepada 

tìerdakwa tìerbìukti, t ìetapi pìerbìuatan it ìu tidak mìerìupakan sìuat ìu tindakan pidana, 

maka t ìerdakwa dipìut ìus lìepas dari sìegala t ìunt ìutan hìukìum. 

Pìenjìelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP mìenyatakan bahwa frasa “pìerbìuatan yang 

didakwakan kìepadanya tidak t ìerbìukti sìecara sah dan mìeyakinkan” bìerarti bahwa 

bìerdasarkan pìenilaian hakim, ìunsìur-ìunsìur dakwaan tidak tìerbìukti sìecara cìukìup 

                                                
40Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Sinar Grafika, 

Jakarta. 2010, hlm. 105. 
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mìelalìui prosìes pìembìuktian yang didasarkan pada alat-alat bìukti yang sah 

sìebagaimana diat ìur dalam kìetìent ìuan hìukìum acara pidana. 

Pìerbìedaan antara pìutìusan bìebas dan pìutìusan lìepas dapat ditinjaìu dari pìerspìektif 

hìukìum pìembìuktian. Pìutìusan bìebas dijat ìuhkan apabila pìerbìuatan yang didakwakan 

olìeh jaksa pìenìunt ìut ìumìum dalam sìurat dakwaan tidak t ìerbìukti sìecara sah dan 

mìeyakinkan mìenìurìut hìukìum. Hal ini mìenìunjìukkan bahwa kìetìent ìuan mìengìenai 

pìembìuktian minimal yakni minimal dìua alat bìukti yang sah yang disìertai kìeyakinan 

hakim sìebagaimana diat ìur dalam Pasal 183 KUHAP tidak t ìerpìenìuhi. Sìemìentara it ìu, 

dalam pìut ìusan lìepas, sìelìurìuh ìunsìur dalam dakwaan jaksa sìebìenarnya tìelah tìerbìukti 

sìecara sah dan mìeyakinkan, namìun hakim mìenilai bahwa pìerbìuatan tìersìebìut tidak 

tìermasìuk dalam kat ìegori tindak pidana, sìehingga tìerdakwa tidak dapat dijat ìuhi 

pidana. Dìengan kata lain, pìutìusan bìebas mìengakibatkan tìerdakwa dinyatakan tidak 

bìersalah dan dibìebaskan dari sìegala bìent ìuk pìemidanaan, sìedangkan pìutìusan lìepas 

mìenìunjìukkan bahwa mìeskipìun pìerbìuatan tìerbìukti, tidak ada dasar hìukìum ìunt ìuk 

mìenjat ìuhkan pidana t ìerhadap t ìerdakwa, sìebagaimana dimìuat dalam Pasal 191 Ayat 

(2) KUHAP.41 

D. Dasar Hìukìum Tindak Pidana Pìenggìelapan dalam Jabatan 

Dasar hìukìum tindak pidana pìenggìelapan dalam jabatan diat ìur dalam Pasal 372 

Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana (KUHP) yang mìenyatakan bahwa: “Barang 

siapa dìengan sìengaja dan mìelawan hìukìum mìemiliki barang sìesìuat ìu yang 

sìelìurìuhnya ataìu sìebagian adalah kìepìunyaan orang lain, t ìetapi yang ada dalam 

kìekìuasaannya bìukan karìena kìejahatan, diancam kar ìena pìenggìelapan, dìengan 

pidana pìenjara paling lama ìempat tahìun ataìu pidana dìenda paling banyak sìembilan 

ratìus rìupiah.” Kìetìentìuan ini mìenìegaskan bahwa sìesìeorang yang dìengan sìengaja 

mìengìuasai ataìu mìemiliki barang milik orang lain sìecara tidak sah, mìeskipìun barang 

tìersìebìut bìerada dalam kìekìuasaannya bìukan karìena tindak kìejahatan, dapat dijat ìuhi 

pidana. Dalam kont ìeks jabatan, pìerbìuatan ini ìumìumnya dilakìukan olìeh sìesìeorang 

yang mìempìerolìeh barang ataìu asìet karìena kìepìercayaan jabatan ataìu tìugas yang 

diìembannya, namìun kìemìudian mìenyalahgìunakan wìewìenang tìersìebìut ìunt ìuk 

                                                
41M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta. 

2016. hlm. 77. 
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kìepìentingan pribadi. Olìeh sìebab it ìu, tindak pidana pìenggìelapan dalam jabatan tidak 

hanya dipandang sìebagai pìelanggaran tìerhadap hìukìum pidana, tìetapi jìuga sìebagai 

bìent ìuk pìenyalahgìunaan kìepìercayaan dan tanggìung jawab yang dibìerikan olìeh 

pihak lain. 

 

Mìenìurìut Tongat ìunsìur-ìunsìur Tindak Pidana pìenggìelapan sìebagaimana diat ìur 

dalam Pasal 372 KUHP adalah sìebagai bìerikìut: 

 

1. Unsìur-ìunsìur objìektif yang tìerdiri dari: 

a. Mìengakìu sìebagai milik sìendiri 

b. Sìesìuat ìu barang 

c. Sìelìurìuhnya ataìu sìebagian adalah milik orang lain 

d. Yang bìerada dalam kìekìuasaannya bìukan karìena kìejahatan 

 

2. Unsìur Sìubjìektif: 

a. Unsìur Kìesìengajaan 

b. Unsìur Mìelawan Hìukìum.42 

 

Pìengat ìuran mìengìenai Tindak Pidana pìenggìelapan dalam jabatan ataìu pìenggìelapan 

dìengan pìembìeratan tìerdapat dalam Pasal 374 KUHP: “Pìenggìelapan yang dilakìukan 

olìeh orang yang pìengìuasaannya tìerhadap barang disìebabkan karìena ada hìubìungan 

kìerja ataìu karìena pìencarian ataìu karìena mìendapat ìupah ìunt ìuk it ìu, diancam dìengan 

pidana pìenjara paling lama lima tahìun.” 

 

Mìenìurìut Tongat ìunsìur-ìunsìur Tindak Pidana pìenggìelapan dalam jabatan 

sìebagaimana diat ìur dalam Pasal 374 KUHP adalah sìebagai bìerikìut: 

1. Unsìur-ìunsìur objìektif yang tìerdiri dari: 

     a. Mìengìuasai barang 

     b. adanya hìubìungan kìerja 

     c. adanya pìencarian ataìu mìendapatkan ìupah 

2. Unsìur Sìubjìektif 

    a. Unsìur Kìesìengajaan 

                                                
42Tongat. Ibid, hlm. 71. 
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    b. Unsìur Mìelawan Hìukìum43 

Unsìur yang mìembìeratkan dalam Pasal 374 KUHP adalah adanya hìubìungan kìerja, 

baik karìena pìencarian nafkah maìupìun karìena mìendapat ìupah. Unsìur ini 

mìenìunjìukkan bahwa tindak pidana p ìenggìelapan yang dilakìukan olìeh pìelakìu 

mìemiliki tingkat kìesalahan yang lìebih bìerat karìena adanya ìunsìur kìepìercayaan dari 

pìembìeri kìerja kìepada pìelakìu. Hìubìungan kìerja t ìersìebìut adalah hìubìungan yang 

tìerjadi karìena adanya pìerjanjian kìerja, baik sìecara lisan maìupìun sìecara t ìertìulis, 

yang mìenimbìulkan kìewajiban dan tanggìung jawab tìertìent ìu bagi pìekìerja tìerhadap 

harta bìenda ataìu barang yang bìerada dalam pìengìuasaannya. Dìengan dìemikian, 

pìelakìu tidak hanya mìelanggar hìukìum pidana, tìetapi jìuga mìengkhianati kìepìercayaan 

yang dibìerikan kìepadanya dalam hìubìungan kìerja tìersìebìut. Pìenting ìunt ìuk dipahami 

bahwa hìubìungan kìerja ini tidak hanya tìerbatas pada hìubìungan formal di instit ìusi 

pìemìerintahan ataìu pìerìusahaan-pìerìusahaan swasta, tìetapi jìuga mìencakìup hìubìungan 

yang t ìerjadi sìecara pìerorangan, sìepìerti asist ìen rìumah tangga, sopir pribadi, ata ìu 

pìenjaga toko milik pìerorangan. Olìeh karìena it ìu, sìetiap bìent ìuk pìenyalahgìunaan 

wìewìenang dalam kont ìeks hìubìungan kìerja, apapìun bìent ìuk dan skalanya, t ìetap dapat 

dijìerat dìengan kìet ìent ìuan Pasal 374 KUHP kar ìena adanya ìunsìur kìepìercayaan yang 

dilanggar. 

Pasal 374 KUHP mìerìupakan bìent ìuk pìenggìelapan yang dipìerbìerat karìena pìelak ìu 

mìempìerolìeh kìepìercayaan ìunt ìuk mìengìuasai barang tìersìebìut bìerdasarkan hìubìungan 

kìerja ataìu karìena jabatannya. Unsìur pìembìerat ini mìenìunjìukkan bahwa pìelak ìu 

mìenyalahgìunakan kìepìercayaan yang dibìerikan kìepadanya dalam sìuat ìu hìubìungan 

hìukìum, baik formal maìupìun informal. Kìepìercayaan ini mìenjadi landasan ìutama 

dalam hìubìungan kìerja, dan kìetika dikhianati mìelalìui pìerbìuatan pìenggìelapan, maka 

nilai moral dan tanggìung jawab sosial yang mìelìekat dalam jabatan tìersìebìut ikìut 

tìercidìerai. Olìeh karìena it ìu, ancaman pidananya lìebih bìerat daripada pìenggìelapan 

biasa sìebagaimana diat ìur dalam Pasal 372 KUHP. Sìelain it ìu, pìenìerapan Pasal 374 

KUHP dalam praktik hìukìum pidana sìeringkali mìemìerlìukan pìembìuktian yang lìebih 

                                                
43Tongat. Ibid. hlm. 60. 
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cìermat, tìerìutama t ìerkait ìeksist ìensi hìubìungan kìerja ataìu pìembìerian ìupah yang 

mìelatarbìelakangi pìengìuasaan barang. Hakim har ìus mìemastikan bahwa pìengìuasaan 

tìersìebìut sah sìecara hìukìum pada awalnya, tìetapi kìemìudian disalahgìunakan olìeh 

pìelakìu.  



37 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Pìendìekatan Masalah 

Pìendìekatan masalah yang akan dig ìunakan dalam pìelaksaan pìenìelitian ini adalah 

pìendìekatan yìuridis normatif dan yìuridis ìempiris: 

1. Pìendìekatan Yìuridis Normatif 

Pìendìekatan yìuridis normatif mìerìupakan mìetodìe pìenìelitian hìukìum yang 

mìenitikbìeratkan pada kajian t ìerhadap norma-norma hìukìum t ìertìulis mìelalìui bahan 

pìustaka sìepìerti pìerat ìuran pìerìundang-ìundangan, yìurisprìudìensi, dan doktrin para 

ahli. Pìendìekatan ini bìertìujìuan mìemahami hìukìum dari sìegi das sollìen (apa yang 

sìeharìusnya) ìunt ìuk mìenìemìukan asas, prinsip, dan dasar hìukìum yang rìelìevan dìengan 

pìermasalahan yang dikaji. Mìelalìui mìetodìe ini, pìenìeliti dapat mìenganalisis 

kìesìesìuaian antara kìetìent ìuan hìukìum yang bìerlakìu dìengan pìenìerapannya dalam 

praktik gìuna mìenilai sìejaìuh mana hìukìum mìencìerminkan nilai kìeadilan, kìepastian, 

dan kìemanfaatan. 

2. Pìendìekatan Yìuridis Empiris 

Pìendìekatan sìecara yìuridis ìempiris adalah pìendìekatan dìengan mìenìeliti dan 

mìengìumpìulkan data primìer yang dipìerolìeh sìecara langsìung dari objìek pìenìelitian 

mìelalìui wawancara dìengan rìespondìen dan narasìumbìer yang bìerhìubìungan dìengan 

pìenìelitian. Pìendìekatan ini bìert ìujìuan ìunt ìuk mìengìetahìui bagaimana hìukìum 

dit ìerapkan dalam praktik nyata sìerta mìemahami faktor-faktor sosial yang 

mìemìengarìuhi pìenìegakan hìukìum di lapangan.44 

                                                
44Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 32. 
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B. Sìumbìer dan Jìenis Data 

 

1.      Sìumbìer Data 

Sìumbìer data dalam pìenìelitian ini t ìerdiri dari: 

a. Sìumbìer Data Pìustaka, Sìumbìer Data Pìustaka, yait ìu sìumbìer data yang bìerasal 

dari bìerbagai sìumbìer kìepìustakaan sìepìerti bìukìu ataìu lit ìerat ìur hìukìum, 

pìeratìuran pìerìundang-ìundangan dan r ìefìerìensi t ìerkait lainnya. 

 

b. Sìumbìer Data Lapangan, yait ìu sìumbìer data yang bìerasal dari hasil pìenìelitian 

sìecara langsìung di lapangan ataìu lokasi pìenìelitian bìerìupa pìenjìelasan, data ataìu 

informasi dara para narasìumbìer pìenìelitian. 

 

2.   Jìenis Data 

Jìenis data yang digìunakan dalam pìenìelitian ini adalah sìebagai bìerikìut: 

a. Data Primìer, yait ìu data ìutama yang dipìerolìeh sìecara langsìung dari lapangan 

pìenìelitian dìengan cara mìelakìukan wawancara dìengan narasìumbìer, ìunt ìuk 

mìendapatkan data yang dipìerlìukan dalam pìenìelitian. 

b. Data Sìekìundìer, yait ìu data tambahan yang dipìerolìeh dari bìerbagai sìumbìer 

hìukìum yang bìerhìubìungan dìengan pìermasalahan yang dit ìeliti. Data sìekìundìer 

dalam pìenìelitian ini, tìerdiri dari: 

 

1) Bahan Hìukìum Primìer, mìerìupakan bahan hìukìum yang yang bìersifat mìengikat, 

tìerdiri dari: 

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahìun 1958 tìentang Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahìun 1981 tìentang Kitab Undang-Undang 

Hìukìum Acara Pidana. 

c) Undang-Undang Nomor 48 Tahìun 2009 t ìentang Kìekìuasaan Kìehakiman 

Rìepìublik Indonìesia. 

d) Pìeratìuran Pìemìerintah Nomor 92 Tahìun 2015 tìentang Pìerìubahan Kìedìua Atas 

Pìeratìuran Pìemìerintah Nomor 27 Tahìun 1983 t ìentang Pìelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hìukìum Acara Pidana 
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2) Bahan Hìukìum Sìekìundìer, mìerìupakan bahan hìukìum yang mìenjìelaskan hìukìum 

primìer, yang bìersìumbìer dari bìerbagai bìukìu ataìu lit ìerat ìur hìukìum yang 

bìerkaitan dìengan pìermasalahan pìenìelitian 

 

3) Bahan Hìukìum Tìersiìer, mìerìupakan bahan hìukìum yang bìersìumbìer dari bahan 

pìendìukìung lain sìepìerti jìurnal, kamìus hìukìum dan sìumbìer int ìernìet. 

C. Pìenìentìuan Narasìumbìer 

Pìenìelitian ini mìembìut ìuhkan narasìumbìer sìebagai sìumbìer informasi ìunt ìuk 

mìelakìukan kajian dan mìenganalisis data sìesìuai dìengan pìermasalahan. Adapìun 

narasìumbìer dalam pìenìelitian ini adalah: 

 

1. Hakim Pìengadilan Nìegìeri Tanjìung Karang   : 1 Orang 

2. Jaksa Pìenìunt ìut Umìum Kìejaksaan Nìegìeri Bandar Lampìung : 1 Orang 

3. Dosìen Bagian Hìukìum Pidana Fakìultas Hìukìum Unila   : 1 Orang   + 

Jìumlah          3 Orang 

 

D. Prosìedìur Pìengìumpìulan dan Pìengolahan Data 

1. Prosìedìur Pìengìumpìulan Data 

Pìengìumpìulan data dilakìukan dìengan prosìedìur stìudi kìepìustakaan dan st ìudi lapangan 

sìebagai bìerikìut: 

a. Stìudi Kìepìustakaan 

Stìudi kìepìustakaan mìerìupakan mìetodìe yang dilakìukan mìelalìui sìerangkaian kìegiatan 

sìepìerti mìembaca, mìengkaji, dan mìengìutip bìerbagai lit ìerat ìur, tìermasìuk bìukìu-bìukìu, 

jìurnal, dan dokìumìen hìukìum, sìerta mìenìelaah kìet ìent ìuan dalam pìerat ìuran pìerìundang-

ìundangan yang rìelìevan dìengan isìu hìukìum yang dibahas dalam p ìenìelitian ini. 

b. Stìudi Lapangan 

Stìudi lapangan adalah mìetodìe yang digìunakan ìunt ìuk mìempìerolìeh data langsìung 

dari sìumbìernya mìelalìui kìegiatan wawancara tìerhadap narasìumbìer yang mìemiliki 
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pìengìetahìuan ataìu kìetìerlibatan dalam is ìu yang dit ìeliti. Tìujìuan dari mìetodìe ini adalah 

ìunt ìuk mìengìumpìulkan data dan informasi yang dibìutìuhkan sìecara lìebih mìendalam 

dan sìesìuai dìengan fokìus pìermasalahan dalam pìenìelitian. 

2. Prosìedìur Pìengolahan Data 

Tahapan pìengolahan data dilakìukan sìebagai bìerikìut: 

 

a. Sìelìeksi data, Mìerìupakan prosìes vìerifikasi data ìunt ìuk mìemastikan 

kìelìengkapan dan r ìelìevansinya. Data yang dip ìerolìeh kìemìudian dipilih dan 

disìesìuaikan dìengan pìermasalahan yang mìenjadi fokìus kajian. 

b. Klasifikasi data, yait ìu prosìes pìengìelompokan data kìe dalam kat ìegori 

tìertìent ìu bìerdasarkan sist ìematika yang tìelah dit ìent ìukan sìebìelìumnya. 

Tìujìuannya adalah ìunt ìuk mìempìerolìeh data yang valid, rìelìevan, dan siap 

ìunt ìuk dianalisis sìecara lìebih lanjìut. 

c. Sist ìematisasi data, mìerìupakan prosìes pìenyìusìunan data yang saling 

bìerkaitan agar tìersìusìun sìecara tìerstrìuktìur dan mìenjadi sat ìu kìesat ìuan yang 

ìutìuh dan t ìerpadìu dalam sìetiap sìubpokok pìembahasan, sìehingga 

mìemìudahkan dalam prosìes pìenafsiran dan analisis data. 

E. Analisis Data 

Analisis data mìerìupakan prosìes mìengolah dan mìengìuraikan data dalam bìent ìuk 

ìuraian yang disìusìun sìecara logis, sist ìematis, dan tìerpìerinci, kìemìudian ditafsirkan 

ìunt ìuk mìempìerolìeh pìemahaman yang mìendalam dan mìenghasilkan kìesimpìulan. 

Dalam pìenìelitian ini, t ìeknik analisis yang digìunakan adalah analisis kìualitatif, 

dìengan pìendìekatan indìuktif, yait ìu mìenyìusìun kìesimpìulan ìumìum bìerdasarkan 

ìuraian dari fakta-fakta ataìu data yang bìersifat khìusìus sìesìuai dìengan fokìus 

pìermasalahan yang dit ìeliti. 

 



V. PENUTUP 

A. Simpìulan 

Bìerdasarkan hasil pìenìelitian dan pìembahasan, maka dapat disimp ìulkan sìebagai 

bìerikìut: 

1. Dasar pìertimbangan hakim pada pìerkara pìenggìelapan dalam jabatan pada 

Pìutìusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk sìecara yìuridis mìenìunjìukkan bahwa 

tìerdakwa Dìendi Hìermawan Bin Hìerman tìelah tìerbìukti sìecara sah dan 

mìeyakinkan mìelakìukan tindak pidana pìenggìelapan dalam jabatan 

sìebagaimana diat ìur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana 

(KUHP). Sìecara filosofis, hakim mìempìertimbangkan bahwa pidana yang 

dijat ìuhkan mìerìupakan bìent ìuk pìembinaan tìerhadap tìerdakwa agar dapat 

mìempìerbaiki diri dan tidak mìengìulangi pìerbìuatannya di kìemìudian hari. 

Sìemìentara sìecara sosiologis, hakim mìempìertimbangkan hal-hal yang 

mìembìeratkan, yait ìu pìerbìuatan t ìerdakwa yang mìerìugikan pihak lain dan 

mìencorìeng kìepìercayaan dalam hìubìungan kìerja, sìerta hal-hal yang 

mìeringankan, yakni tìerdakwa bìersikap sopan di pìersidangan, mìengakìui 

pìerbìuatannya, dan bìelìum pìernah dijat ìuhi pidana sìebìelìumnya. 

2. Pìenjat ìuhan pidana t ìerhadap kìeadilan pìelakìu tindak pidana pìenggìelapan dalam 

jabatan pada pìutìusan Nomor:1121/Pid.B/2024/PN.Tjk didasarkan pada adanya 

ìunsìur kìesìengajaan dan kìemampìuan t ìerdakwa ìuntìuk bìertanggìung jawab sìecara 

hìukìum, sìerta tidak dit ìemìukannya alasan pìembìenar maìupìun pìemaaf dalam 

pìerbìuatannya. Olìeh karìena it ìu, majìelis hakim mìenjatìuhkan pidana  
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pìenjara sìelama 1 (satìu) tahìun dan 10 (sìepìulìuh) bìulan dikìurangi masa pìenahanan 

yang tìelah dijalani, dìengan  pìerintah agar tìerdakwa tìetap ditahan. Pìenjat ìuhan 

pidana tìersìebìut mìerìupakan wìujìud pìertanggìungjawaban hìukìum t ìerdakwa 

sìekaligìus bìent ìuk kìeadilan yang sìeimbang antara pìerlindìungan tìerhadap korban, 

pìenìegakan hìukìum, dan pìembinaan tìerhadap pìelakìu. 

B. Saran 

Bìebìerapa saran dalam pìenìelitian ini adalah sìebagai bìerikìut: 

1. Disarankan agar hakim dalam p ìerkara sìerìupa kìe dìepan dapat mìembìerikan 

ìuraian pìertimbangan yang lìebih komprìehìensif, khìusìusnya t ìerkait aspìek 

sosiologis dan dampak nyata yang ditimb ìulkan tìerhadap hìubìungan kìerja 

maìupìun kìepìercayaan pìublik. Hakim jìuga diharapkan dapat mìempìerdalam 

analisis mìengìenai motif, latar bìelakang pìelakìu, sìerta kondisi lingkìungan 

sosial yang mìempìengarìuhi tindak pidana tìersìebìut, sìehingga pìut ìusan tidak 

hanya mìenggambarkan pìenìerapan norma hìukìum, tìetapi jìuga mìencìerminkan 

pìemahaman ìut ìuh tìerhadap kontìeks pìerkara. Sìelain it ìu, transparansi dalam 

mìenimbang faktor yang mìembìeratkan dan mìeringankan pìerlìu dipìertahankan 

agar masyarakat dapat mìelihat bahwa sìetiap kìepìut ìusan bìenar-bìenar diambil 

sìecara objìektif dan bìerkìeadilan. 

 

2. Dalam pìenjat ìuhan pidana, hakim diharapkan t ìetap mìempìertimbangkan 

prinsip proporsionalitas d ìengan mìempìerhatikan kìesìeimbangan antara 

kìepìentingan korban, pìemìulihan kìerìugian, sìerta potìensi pìerbaikan diri dari 

pìelakìu. Mìeskipìun hìukìuman pìenjara t ìelah dijat ìuhkan sìecara tìepat dalam 

pìerkara ini, kìe dìepan hakim jìuga dapat mìempìertimbangkan alt ìernatif 

pìemidanaan yang tìetap rìelìevan namìun lìebih bìeroriìentasi pada pìemìulihan, 

sìepìerti pìembayaran ganti r ìugi (rìestit ìusi) ataìu kìewajiban tìertìent ìu yang dapat 

mìengìembalikan kìepìercayaan dalam hìubìungan kìerja. Pìendìekatan ini dapat 

mìelìengkapi fìungsi pìembinaan yang t ìelah mìenjadi dasar filosofis pìemidanaan, 

sìekaligìus mìempìerkìuat ìefìektivitas pìut ìusan dalam mìencìegah pìengìulangan 

tindak pidana dan mìenjaga rasa kìeadilan bagi sìemìua pihak. 
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